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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang 

pelaksanaan otonomi daerah. Setiap pemerintah daerah diberikan kebebasan 

untuk mengelola wilayahnya dengan cara yang mendorong pembangunan 

daerah dan perluasan ekonomi. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada 

pemikiran bahwa pemerintah daerah adalah badan yang paling berkualitas 

untuk memahami situasi, keunggulan, dan kemampuan daerah setempat, serta 

kebutuhan penduduk setempat. Keleluasaan yang diberikan oleh otonomi 

daerah salah satunya adalah keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah. 

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban adalah 

segala aspek pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pejabat 

pengelola keuangan sesuai dengan kedudukan dan kekuasaannya. 

Adapun pengelolaan keuangan daerah, berbagai peraturan dikeluarkan 

sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah sendiri sebagaimana 

tercantum dalam peraturan pemerintahNomor 12 Tahun 2019 mengenai 

pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6233). Peraturan ini secara khusus mengubah arahan pengelolaan keuangan 

daerah yang baru sejalan dengan arahreformasi pengelolaan keuangan daerah. 
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Pengalihan tugas koordinasi lembaga keuangan kepada masing-masing 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan SKPD sebagai entitas yang 

bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan menegaskan bahwa 

bendahara adalah pejabat fungsional adalah dua perubahan paling mendasar 

pada skema tersebut. Kebutuhan entitas pemerintah untuk bertanggung jawab 

diperkuat oleh keadaan ini. Diantaranya adalah pertanggungjawaban fiskal. 

Pemangku kepentingan harus mendapatkan laporan keuangan dari pemerintah 

daerah secara berkala. 

Pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas integritas keuangan, 

pengungkapan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan 

akuntabilitas adalah pelaporan keuangan yang mencakup Penerimaan, 

Pencatatan, dan Pengeluaran Pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Salah satu 

bukti keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah adalah penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang baik dan berkualitas, karena 

laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah sangat penting 

peranannya, digunakan oleh banyak pemangku kepentingan sebagai asar 

pengambilan keputusan. 

Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo adalah salah satu entitas yang 

diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Meskipun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pemerintah Kabupaten 

Boalemo telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 

BPK, dalam proses pelaporan keuangan khusunya di tingkat SKPD 

masih banyak halangan dan kendala yang dihadapi.  Badan keuangan dan aset 
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daerah kabupaten Boalemo sebagai konsolidator dan pengguna laporan 

keuangan SKPD, masih terdapat pos-pos yang disajikan berupa data yang tidak 

akurat, ketidakmampuan SKPD untuk menyajikan pos- pos laporan keuangan 

dan catatan (CaLK) dengan benar. tidak lengkap dan informatif. Selain itu, 

temuan tentang ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku dan terdapat 

kesalahan keuangan dan administrasi membuat BPK memberikan rekomendasi 

yang harus dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan  dalam hal ini bendahara SKPD. 

Laporan pembukuan pendapatan dan pengeluaran bendahara menjadi dasar 

penyampaian laporan pelaksanaan anggaran SKPD. Setiap bulan, bendahara 

pendapatan SKPD dan bendahara pengeluaran SKPD harus bersama-sama 

menangani uang yang berada dalam kendali fungsionalnya untuk SKPD. 

Persoalannya, laporan pertanggungjawaban fungsional dari bendahara 

seringkali perlu dikoreksi, yang berdampak pada perubahan realisasi 

pendapatan dan pengeluaran. Akibatnya, akurasi laporan realisasi anggaran 

SKPD secara berkala dipertanyakan. 

Menurut Badan Keuangan dan Aset Daerah, 33 (tiga puluh tiga) SKPD di 

lingkungan Pemkab Boalemo pada Tahun 2019 terdapat 21 SKPD melakukan 

pembetulan atas laporan keuangan. Sementara pada tahun 2020 tercatat 30 

SKPD yang melakukan koreksi, dan pada tahun 2021 terhitung 10 SKPD yang 

melakukan koreksi. Berdasarkan penilaian laporan keuangan SKPD oleh Badan 

Keuangan dan Aset Daerah, 4 aspek yang terkait dengan kemampuan 

menyajikan perhitungan LRA dan Neraca dengan benar, penjelasan ringkasan 
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pencapaian kinerja keuangan, penjelasan tentang pos - pos laporan keuangan 

dan penjelasan terperinci tentang aset tetap tidak dapat disajikan oleh bendahara 

SKPD dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab keterlambatan 

bagi para bendahara untuk membuat laporan Keuangan dari setiap unit kerja. 

Data keterlambatan bendahara di Kabupaten Boalemo selama3  tahun yakni 

pada tahun anggaran 2019-2021 jumlah bendahara yang menunjukkan Jumlah 

yang cukup besar. Jumlah keterlambatan ini berfluktuasi dari tahun ke tahun. 

Banyaknya Bendahara yang terlambat dalam menyusun laporan keuangan 

dibandingkan dengan jumlah bendahara yang ada di Kabupaten Boalemo pada 

tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan jumlah bendahara 

yang mengalami keterlambatan yang meningkat setiap tahunnya. 

Hal ini dapat dilihat dari keterlambatan dalam hal pertanggung jawaban 

instansi di setiap kegiatan. Keterlambatan terjadi karena waktu dalam 

penyampaian SPJ Tambah Uang Persediaan (TUP) tidak sesuai dengan waktu 

yang  ditentukan, dimana penyampaian SPJ Tambah Uang Persediaan (TUP) 

Nihil yang di berikan jangka waktuselama 1 (satu) bulan.Realitas yang terjadi 

pada Kabupaten Boalemo terkait kinerja bendahara bertanggung jawab atas 

laporan keuangan serta alasan bendahara terlambat menyampaikan SPJ dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualitas sumber daya manusia dan 

juga kelengkapan fasilitas. Kinerja dapat ditingkatkan dengan sumber daya 

manusia yang baik. Pendidikan merupakan salah satu strategi untuk 

meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan adalah upaya untuk 

meningkatkan kreativitas manusia dan gerakan untuk meningkatkan taraf hidup. 
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Aspek yang berkontribusi terhadap keberhasilan bendahara adalah tingkat 

pendidikan yang dimiliki setiap bendahara. Untuk menilai informasi tentang 

tata kelola keuangan daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, bendahara sering terkendala oleh kurangnya pendidikan. Kinerja 

dipengaruhi oleh tingkat kemampuan bendahara, yang juga mempengaruhi 

seberapa baik kinerja perusahaan. Penelitian oleh Talukder (2011) 

menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan, dan keterampilan semuanya 

membantu meningkatkan kinerja. 

     Faktor selanjutnya yang juga berpengaruh terhadap kapabilitas bendahara 

dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan adalah dengan 

kelengkapan fasilitas. Kelengkapan sarana penunjang,seperti alat komunikasi,  

Alat untuk mendapatkan dan menggunakan teknologi informasi sangat penting 

untuk pekerjaan kantor. Dengan metode komunikasi yang benar akan 

memudahkan informasi dan koordinasi bendahara antar OPD. Agar pelaksanaan 

tugas bendahara antar OPD lebih cepat, diperlukan sarana komunikasi yang 

efektif. Demikian pula karena bendahara sudah ada dalam sistem, kelengkapan 

teknologi informasi dan peralatan akan memudahkan mereka dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia 

dan Kelengkapan Fasilitas Terhadap Kinerja Bendahara (Studi Pada 

Organisasi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boalemo)” Faktor - faktor yang diduga mempengaruhi kapabilitas 
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bendahara dalam pertanggung jawaban keuangan OPD di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo terkait dengan 2 aspek, yaitu aspek 

sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia dan kelengkapan 

fasilitas secara simultan terhadap kapabilitas bendahara dalam penanggung 

jawaban keuangan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo. 

2. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia sebagian terhadap 

kemampuan bendahara menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan 

OPD di lingkungan Pemkab Boalemo? 

3. Seberapa besar pengaruh kelengkapan fasilitas secara partial terhadap 

kapabilitas bendahara dalam pertanggungjawaban keuangan OPD di 

lingkungan pemerintah  Kabupaten Boalemo ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Adapun yang menjadi maksud penelitian ini adalah mengetahui faktor- 

faktor yang mempengaruhi kapabilitas bendahara dalam pertanggung 

jawabkan laporan keuangan OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten 

Boalemo. 

1.3.2 TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan tujuan penelitian, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui besarnya pengaruh kualitas sumber daya manusia dan 

kelengkapan fasilitas secara simultan terhadap kapabilitas bendahara 

dalam pertanggung jawaban keuangan OPD di lingkungan 

pemerintahan Kabupaten Boalemo. 

2 Mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap kualitas Sumber daya 

manusia sebagian berada dalam kapasitas bendahara dalam 

pertanggung jawaban keuangan OPD di lingkungan pemerintah 

daerah Kabupaten Boalemo. 

3 Mengetahui besarnya pengaruh kelengkapan fasilitas secara parsial 

terhadap kapabilitas bendahara dalam pertanggung jawaban 

keuangan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjdi menambah pengetahuan dan 

menjadi sumber referensi bagi penulis,masyarakat dan juga para pembaca 

dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik khususnya berkaitan dengan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan bendahara untuk 

menyusun laporan keuangan. 

2. Manfaat Praktis 

Skripsi ini harus menjadi acuan dalam menyusun rekomendasi dan 

langkah - langkah yang diperlukan bagi  perencana sektor keuangan dan 

pelaksanaan kegiatan keuangan daerah dalam upaya mengatasi 

permasalahan terkait pertanggung jawaban keuangan daerah sekaligus 

menjadi  masukan bagi setiap instansi unit kerja untuk memahami 

pentingnya penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban 

keuangan secara tepat waktu. 

3. Manfaat Untuk Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa dengan variabel 

yang berbeda. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian  Pustaka 

2.1.1 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

Menurut Freeman (1984), bahwa pemangku kepentingan merupakan 

gambaran bagian atau organisasi mana yang bertanggung jawab. Teori 

pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan bukanlah organisasi 

yang bertindak semata-mata untuk keuntungannya sendiri,tetapi perlu 

memberi manfaat bagi pemangku kepentingan (investor, pihak pemberi 

utang, pihak yang berutang, pelanggan, pemasok, penguasa, rakyat, analis, 

dan lain-lain). Keberadaan perusahaan dengan demikian sangat dipengaruhi 

oleh  dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan perusahaan 

(Ghozali dan hariri, 2007). 

Hal pertama tentang teori pemangku kepentingan adalah bahwa pemangku 

kepentingan adalah sistem yang secara jelas didasarkan pada persepsi 

organisasi dan lingkungannya, pada sifat interaksi yang kompleks dan 

dinamis di antara mereka. Pemangku kepentingan dan organisasi saling 

berinteraksi, yang tercermin dalam hubungan sosialnya dalam bentuk 

tanggung jawab. Maka dari itu, organisasi bertanggung jawab kepada 

pemangku kepentingannya (Marzully, 2012). Prinsip dasar teori pemangku 

kepentingan adalah bahwa perusahaan yang lebih kuat memiliki hasil bisnis 

yang lebih baik, sementara perusahaan yang lebih lemah memiliki hubungan 
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yang lebih menantang. Kepercayaan, rasa hormat, dan kerja sama adalah 

landasan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan. Teori 

pemangku kepentingan adalah ide manajemen strategis yang bertujuan untuk 

membantu bisnis dalam memperkuat ikatan mereka dengan kelompok 

eksternal dan menciptakan keunggulan kompetitif (Totok Mardikanto, 2014, 

hlm. 68). 

Menurut Jones dalam Candra (2011) pemangku kepentingan dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Di dalam pemangku kepentingan, yaitu orang-orang yang tertarik, 

membutuhkan, dan terlibat dalam organisasi perusahaan. Pihak dalam 

kategori ini adalah pemegang saham dan karyawan. 

2. Pemangku kepentingan eksternal, termasuk individu dan pihak yang 

bukan pemilik, pejabat, atau karyawan perusahaan, tetapi berkepentingan 

dengan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan 

perusahaan. Pihak - pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah 

pelanggan, pemasok, pemerintah, komunitas, dan masyarakat 

keseluruhan. 

Budimanta, Prasetijo & Rudito (2008) menyatakan bahwa ada dua 

bentuk  dalam pendekatan pemangku kepentingan : hubungan pemangku 

kepentingan lama dan hubungan perusahaan baru. Hubungan perusahaan 

yang lama menggaris bawahi bentuk pemisahan kegiatan perusahaan, yang 

menunjukkan kurangnya integrasi antar fungsi dalam perusahaan dalam 

pekerjaannya. Hubungan antara korporasi dengan pihak eksternal juga 
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bersifat jangka pendek dan terbatas pada hubungan bisnis non-kooperatif 

untuk saling menguntungkan. Pendekatan hubungan Old Coroporate 

relationini dapat menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan  diri 

dengan pemangku kepentingan dari dalam perusahaan dan dari luar 

perusahaan. dengan pemangku kepentingan luar. Sedangkan pendekatan new 

corporate relation  menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh 

stakeholder sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai 

bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat. 

Hubungan perusahaan dengan stakeholder di dalam perusahaan dibangun 

berdasarkan konsep kemanfaatannya yang membangun kerjasama dalam 

menciptakan kesinambungan usaha perusahaan sedangkan hubungan dengan 

stakeholder di luar perusahaan didasarkan pada hubungan yang bersifat 

fungsional yang bertumpu pada kemitraan, Perusahaan selain menghimpun 

kekayaan juga berusaha bersama - sama membangun kualitas kehidupan 

dengan stakeholder di luar perusahaan. 

2.1.2  Laporan Keuangan Daerah 

1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah 

Laporan Keuangan adalah rekaman data bisnis selama periode waktu yang 

dapat digunakan untuk menilai kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan 

adalah laporan terorganisir yang merinci situasi keuangan dan transaksi 

entitas pelapor. Tujuan menyeluruh laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi kepada konsumen tentang situasi keuangan entitas 

pelapor, pelaksanaan anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan yang 
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berguna untuk pengambilan keputusan dan menilai bagaimana uang 

dialokasikan Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam 

penjelasan pasal 156 ayat 1   Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut “ keuangan daerah 

adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang 

dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik 

daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Mamesah (dalam halim,2007 : 23) 

menyatakan bahwa : keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak 

dan kewajiban yang dapat dinilai dalam uang, demikian pula segala 

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 

daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi 

serta pihak - pihak lain sesuai peraturan perundang undangan yang 

berlaku. 

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah 

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: 

a. Hak daerah untuk mengumpulkan pajak daerah dan pungutan daerah 

dan membuat pinjaman. 

b. Kewajiban daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah 

dan membayar iuran kepada pihak ketiga. 

c. Pendapatan daerah. 

d. Pengeluaran daerah. 
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e. Aset daerah yang dimiliki atau dikelola secara eksternal berupa uang, 

surat berharga, piutang, barang yang bisa dinilai dengan uang, 

termasuk aset khusus perusahaan lokal. 

f. Aset pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah untuk kinerja 

dan/atau kepentingan umum pemerintah daerah. 

3. Tujuan Pelaporan Keuangan 

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat bagi pengguna untuk 

menilai dan mengambil keputusan tentang bagaimana mengalokasikan 

sumber daya dengan menyajikan data tentang kondisi keuangan, realisasi 

anggaran, saldo anggaran berlebih, arus kas, kinerja operasi, dan 

perubahan modal bisnis pelaporan. (2012) (Siti Aida) Sedangkan menurut 

Halim (2009), bahwa tujuan pelaporan keuangan daerah adalah untuk 

menyampaikan laporan.: 

a. Posisi Keuangan 

Laporan keuangan tahunan yang mencantumkan aset, kewajiban, dan 

modal perusahaan pada tanggal tertentu disebut "posisi keuangan" atau 

"neraca". Karena mencakup unsur-unsur yang terkait langsung dengan 

penilaian posisi keuangan, seperti aset, kewajiban, dan modal, neraca, 

yang sering dikenal sebagai neraca, adalah sumber informasi utama 

tentang status keuangan perusahaan. 

b. Realisasi anggaran 

Laporan realisasi anggaran membandingkan anggaran pendapatan                                  

dan belanja daerah yang benar-benar direalisasikan dalam satu periode 
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pelaporan (PSAP 01,2005:35). Pendapatan, belanja transfer, dan 

keuangan merupakan pos-pos yang langsung dimasukkan dalam 

laporan realisasi anggaran. 

c. Arus kas 

      Laporan ini merinci sumber penggunaan, perubahan kas dan 

setara kas pemerintah daerah selama periode akuntansi, dan saldo kas 

dan setara kas pada tanggal pelaporan (PSAP 01, 2005: 85) 

d.  Kinerja pelaporan keuangan 

Kinerja Laporan keuangan  merupakan laporan berbasis akrual atas 

realisasi pendapatan dan pengeluaran. Laporan harus memberikan 

informasi tentang laba operasi, pengeluaran menurut klasifikasi 

fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. 

Selanjutnya dikembangkan dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 31 mengatur bahwa laporan keuangan 

yang disampaikan oleh direktur daerah paling kurang meliputi: 

a. Laporan Realisasi APBD 

 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang 

menyajikan informasi Realisasi Pendapatan, Pengeluaran, 

Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Realisasi Sisa 

Lebih/Kuran Sisa Pembiayaan Anggaran, masing-masing 

dibandingkan dengan Anggaran Untuk Periode waktu tertentu 

meningkat. 
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b. Neraca 

Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan terkait dengan 

aset, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu. Pos-pos yang 

tercakup dalam neraca meliputi.: 

1) Aset  

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lau dan asal 

muasal datangnya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan 

memiliki manfaat bagi perusahaan. Harus diukur dalam satuan 

mata uang. Untuk masyarakat dan sumber daya yang dilindungi 

karena alasan sejarah dan budaya. 

2) Kewajiban. 

Kewajiban yaitu hutang yang terjadi, dan likuidasi sumber 

keuangan pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. 

Ekuitas dana 

3) Ekuitas dan adalah kekayaan bersih pemerintah,  selisish antara 

aset dan kewajiban pemerintah. 

c. Laporan arus kas 

Laporan arus kas berisi informasi keuangan yang terkait 

dengan bisnis, investasi pada aset berwujud, transaksi pembiayaan 

dan non-anggaran, dan saldo awal kas pemerintah pusat/daerah, 

pendapatan, pengeluaran, dan akhir selama periode waktu tertentu. 

Unsur-unsur yang membentuk laporan arus kas secara individual 
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didefinisikan sebagai berikut: 

1) Penerimaan kas adalah semua arus kas yang mengalir ke kas 

negara/daerah. 

2) Pembayaran tunai adalah semua arus kas yang dihasilkan dari 

keuangan negara/daerah 

d. Catatan atas laporan keuangan 

 Fakta dan pembenaran numerik yang ditemukan dalam laporan 

anggaran, neraca, dan laporan arus kas dicatat dalam catatan 

laporan keuangan. Aturan akuntansi yang digunakan oleh entitas 

pelapor, informasi lain yang diwajibkan oleh standar akuntansi 

pemerintah untuk dilaporkan, dan informasi lain yang diperlukan 

untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar semuanya 

dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 

4. Manfaat Laporan Keuangan 

Manfaat pelaporan keuangan pemerintah daerah antara lain 

kebutuhan pelaporan keuangan, pelaporan keuangan untuk transparansi, 

pelaporan keuangan untuk kebutuhan pelaporan keuangan, pelaporan 

keuangan untuk transparansi, dan pelaporan keuangan untuk 

akuntabilitas.Termasuk penyediaan informasi, penilaian kinerja 

manajemen dan organisasi. Menyediakan dan mengelola informasi serta 

menilai kinerja  organisasi. Maka dari itu dapat dirumuskan menjadi  satu 

laporan dan  keputusan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, 

evaluasi kinerja pengelolaan entitas pelapor, dan  pertanggung jawaban 
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pengelolaan keuangan  entitas pelapor. 

   Menurut Mahmudi (2010) manfaat pelaporan keuangan pemerintah 

daerah adalah: 

a. Menyediakan data keuangan untuk memastikan dan meramalkan   

kesehatan keuangan pemerintah sehubungan dengan likuidasi dan 

solvabilitas. 

b. Menawarkan data keuangan untuk menilai dan meramalkan situasi 

ekonomi pemerintah dan perkembangan masa depan. 

c. Menyediakan data keuangan untuk melacak kinerja sesuai dengan 

persyaratan hukum, kontrak, dan klausul lain yang diperlukan dalam 

kontrak. 

d. Menawarkan data moneter untuk perencanaan dan penganggaran. 

e. Menawarkan data keuangan untuk menilai efektivitas organisasi dan 

manajerial. 

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Mardiasmo (2010) mendefinisikan akuntabilitas sebagai jenis tanggung 

jawab atas tercapai atau gagalnya misi suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas yang teratur. Semua 

aset dan kegiatan milik orang yang memiliki hak dan kapasitas hukum untuk 

meminta pelaporan dan pengungkapan pertanggungjawaban tersebut harus 

dipertanggungjawabkan oleh Wali Amanat/Agen/Pemerintah Daerah dan 

jajarannya. 

 Akuntabilitas adalah tanggung jawab pihak yang memiliki hak atau 
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wewenang untuk meminta informasi tentang akuntabilitas untuk 

menjelaskan, menanggapi, atau menjelaskan kinerja dan perilaku pemimpin 

kelompok individu/kelompok/organisasi. Berikut ini adalah persyaratan 

pertanggung jawaban keuangan: 

1. Tanggung jawab atas dana publik. 

2. Presentasi tepat waktu 

3. Ada pemeriksaan  (audit) tanggapan pemerintah. 

Prinsip akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat kepatuhan pemberian layanan dengan sejauh mana 

nilai-nilai eksternal atau standar kepemilikan subjek data. Akuntabilitas dapat 

diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan tanggung jawab untuk 

menanggapi, menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan 

hukum/pemimpin kolektif atau organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki 

hak atau wewenang untuk meminta informasi danpertanggungjawaban. 

2.1.4 Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

Akses publik ke pelaporan keuangan pemerintah adalah hak yang harus 

dipenuhi oleh pemerintah federal dan lokal. Akuntabilitas publik 

menyebabkan berkembangnya hak publik atas informasi keuangan. Pelaporan 

keuangan merupakan persyaratan akuntabilitas publik dan harus disediakan 

oleh entitas publik sebagai bukti tanggung jawab dan kepemimpinan (Vince 

& Rheny, 2015). Membangun akuntabilitas sektor publik sebagian besar 

bergantung pada akun keuangan organisasi sektor publik. Data akuntansi 

berupa laporan keuangan merupakan salah satu bidang dimana pengelolaan 
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sektor publik dipengaruhi oleh tuntutan yang semakin besar terhadap 

pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009). Namun, tujuan utama 

akuntan publik bukanlah pelaporan keuangan. Proses pertimbangan dan 

pengambilan keputusan didasarkan pada fakta keuangan. 

Tujuan penyajian laporan keuangan menurut Nordiawan (2010) tujuan 

penyajian laporan keuangan adalah : 

1. Mernberikan penjelasan tentang pendapatan periode berjalan yang cukup 

untukmembiayai semua pengeluaran. 

2. Mernberikan Penjelasan kecukupan metode perolehan sumber daya 

ekonomi dan alokasinya dengan anggaranyang telah ditetapkan. 

3. Memberikan Penjelasan tentang jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan. 

4. Mernberikan penjelasan tentang bagaimana perusahaan pelapor dapat 

mendanai semua aktivitas dan memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. 

5. Memberikan informasi tentang posisi dan kondisi keuangan entitas 

pelaporan sehubungan dengan sumber pendapatan. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan situasi keuangan entitas 

pelapor. 

2.1.5 Kinerja KeuanganPemerintah Daerah 

 Berdasarkan tujuan, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan, kinerja 

keuangan adalah penilaian berkala terhadap perusahaan, divisi bisnis, dan 

efektivitas operasional pekerjanya. Evaluasi kinerja pada dasarnya 

merupakan evaluasi terhadap perilaku manusia dalam menjalankan peran 
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yang dimainkannya dalam organisasi karena organisasi dipimpin oleh 

manusia. Untuk mengevaluasi akuntabilitas organisasi dan unit kerja dalam 

meningkatkan pelayanan publik, penilaian kinerja sangat penting. Agar dapat 

dipertanggungjawabkan, seseorang harus dapat menunjukkan tidak hanya 

bagaimana dana publik digunakan, tetapi juga bahwa mereka telah digunakan 

secara bijaksana, efisien, dan berhasil. Pemantauan perkembangan kondisi 

keuangan pemerintah daerah saat ini harus dimanfaatkan dengan evaluasi 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Definisi kinerja menurut Bastian (2006) adalah gambaran capaian 

pelaksanaan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan 

visi suatu organisasi yang tertuang dalam rumusan kerangka strategis suatu 

organisai.  Sedangkan menurut Fahmi (20ll), Pemeriksaan kinerja keuangan 

dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah 

menggunakan pedoman pelaksanaan keuangan yang tepat dan akurat untuk 

melaksanakannya.  

 Kinerja keuangan suatu perusahaan adalah deskripsi keadaan 

keuangannya, yang diperiksa dengan menggunakan metode analisis 

keuangan untuk menentukan apakah menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dan mencerminkan kinerjanya selama periode waktu 

tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan 

seefisien mungkin dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dengan 

membandingkan hasil aktual dengan tujuan dan sasaran strategis, alat 

pengukuran kinerja dapat membantu manajer dalam melacak seberapa baik 
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rencana organisasi diimplementasikan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja 

adalah sarana untuk mengevaluasi seberapa jauh Anda telah mencapai tujuan 

tertentu. Sistem penilaian kinerja yang baik juga memungkinkan personel 

untuk menunjukkan kepada masyarakat umum dan pembuat kebijakan 

efisiensi pelayanan publik, menumbuhkan kepercayaan publik. 

 

2.1.6  Kinerja Bendahara 

Kata "kinerja" adalah terjemahan dari kata "kinerja", berasal dari kata 

"melakukan", dan memiliki beberapa entri: (1) Eksekusi, eksekusi, 

implementasi. (2) Memenuhi atau memenuhi kewajiban atau gadai unit. (3) 

Melaksanakan atau melaksanakan  tanggung jawab. (4) Melakukan apa yang 

diharapkan dari manusia dan mesin (Rivai, 2005). Kinerja adalah fungsi dan 

motivasi dan kemampuan untuk melakukan tugas atau pekerjaan, seseorang 

harus memiliki tingkat kemauan dan tingkat keterampilan tertentu. Kemauan 

dan kemampuan seseorang tidak cukup efekktif untuk melakukan sesuatu 

tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan 

bagaimana melakukannya. Prestasi mengacu pada tingkat keberhasilan dalam 

tugas tertentu. Pertunjukan dinyatakan  berhasil jika tujuan yang diinginkan 

tercapai dengan benar. 

Bendahara merupakan bagian dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

dan  dapat bekerja sama dengan Pengelola Keuangan SKPD lainnya. Menurut 

Permendagri No. 13/2006, di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

memiliki dua jenis bendahara yakni bendahara penerimaan dan bendahara 
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pengeluaran. menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, pendapatan daerah 

adalah uang yang masuk ke dalam keuangan daerah. Semua penerimaan 

daerah harus disetorkan ke rekening  umum daerah pada bank negara yang 

ditunjuk dan dianggap sah pada saat diterimanya kredit oleh BUD. Bendahara 

penerimaan dilarang memegang uang, cek, atau surat berharga untuk diri 

sendiri dan/atau untuk dirinya sendiri melalui transfer bank atau pos lebih dari 

satu hari kerja. Pejabat fungsional bernama Bendahara Pendapatan bertugas 

menerima, menyimpan, menyetor, mengelola, dan 

mempertanggungjawabkan dana pendapatan asli daerah yang terkait dengan 

pelaksanaan APBD di SKPD. Tugas-tugas berikut dapat dilakukan oleh 

SKPD Akuntansi: 

1. Menerima Pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah 

2. Menyimpan seluruh penerimaan 

3. Menyetorkanpenerimaan yang diterimadari pihak ketiga ke rekening kas 

umum daerah paling lambat1 hari kerja 

4. Memperoleh bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank 

(Permendagri No.55 tahun 2005 pasal 1 ). 

Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat pengelola keuangan daerah 

yang bertanggung jawab menerima, menyimpan, membayar, mengurus, dan 

bertanggung jawab untuk pengeluaran belanja daerah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan APBD di SKPD. Pembiayaan pengeluaran  wajib memungut 

pajak penghasilan pribadi (PPh) dan pajak  lainnya, dan semua pemotongan 

dan penerimaan pajak ditempatkan di rekening keuangan bank yang ditunjuk 
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oleh Menteri Keuangan sebagai bank penerima atau rekening  giro pos. 

menyimpannya. Periode yang ditentukan. Jangka waktu menurut ketentuan 

hukum. Dalam  butir pertama Undang - Undang Republik Indonesia, Pasal 

21-6 Kementerian Keuangan Republik, bendahara  juga memberikan 

tanggung jawab pribadi atas pembayaran yang dilakukan. Sebagai bagian dari 

Pelaksanaan Fungsi Bendahara Pengeluaran  SKPD yang mempunyai 

wewenang : 

1. Gunakan SPP UP/GU dan SPP LS untuk mengajukan permintaan 

pembayaran. 

2. Simpan semua kwitansi untuk uang persediaan. 

3. Menggunakan dana dari managed inventory untuk melakukan 

pembayaran. 

4. Menolak perintah pembayaran dari pengguna anggaran atau pengguna 

anggaran   jika tidak mengikuti pedoman peraturan. 

5. Memeriksa dokumen pendukung SPP-LS yang telah disediakan PPTK. 

6. Apabila dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK tidak 

lengkap atau memenuhi standar, dikembalikan. 

Menurut Halim (2002), semua Pengeluaran selama periode akuntansi. 

Pembiayaan dan penganggaran untuk program dan kegiatan yang didanai 

akan membawa manfaat yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan ketika 

anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah digunakan untuk manfaat 

yang lebih besar. Anggaran yang tidak efektif dan membingungkan dapat 

menghambat perencanaan. Oleh karena itu,  pengelolaan keuangan daerah 
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yang efektif dan efisien harus dilakukan untuk kinerja bendahara. 

Kinerja bendahara penerimaan terkait dengan kualitas dalam bentuk 

catatan akurat dari semua pendapatan dan simpanan semua dana penerimaan 

pendapatan dan setoran di semua penerimaan pendapatan daerah dalam 

periode tertentu. la juga bertanggungjawabatas uang yang dikelolanya, 

menyusun laporan tepat waktu dan mengurus semua pendapatan daerah yang 

dikelolanya, keterlambatan penyetoran, kekurangan uang tunai atau kerugian 

daerah karena kelalaian yang dipercayakan kepada bendahara. 

Kinerja bendahara pengeluaran berkaitan dengan kualitas berupa 

ketepatan penyusunan laporan  harian, kualitas pencatatan yang 

tertib, jumlah pemungutan pajak penghasilan dan setoran, uang yang 

dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran. Bendahara mematuhi SP2D dan 

persyaratan yang berlaku serta bersedia bertanggungjawab atas uang tunai 

dalam pengelolaannya. Kepada pengelola daerah sehubungan dengan 

kerugian tersebut. Evaluasi kinerja diperlukan untuk mengetahui kinerja  

dalam pelaksanaan tugas bendahara. Penilaian kinerja dapat didefinisikan 

sebagai proses menilai kinerja aktual terhadap prosedur yang  ditetapkan, 

menetapkan kriteria kinerja, dan memberikan umpan balik kepada karyawan 

dengan tujuan meningkatkan/meningkatkan kinerja individu (Dessler , 2009). 

Penilaian mendukung tujuan manajemen dan membutuhkan pemimpin 

seperti kepemimpinan, kualitas kerja, keahlian, kolaborasi, pengambilan 

keputusan, perencanaan yang kreatif dan kredibel, pemecahan masalah, 

delegasi, komunikasi, sikap, komitmen, motivasi, organisasi, dll. Dan 
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memberikan informasi. 

Menurut Sedarmayanti dalam Manik (2017) indikator kinerja adalah 

sebagai berikut: 

1. Kualitas Kerja 

Yakni kualitas kerja dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

kesiapan yang tinggi pada gilirannya mampu memberikan penghargaan 

dan kemajuan serta perkembangan organisasi dengan cara meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan secara sistematis sesuai dengan tuntutan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. 

2. KetepatanWaktu 

Yakni berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu dalam penyelesaian 

pekerjaan dengan target waktu yang telah direncanakan. Setiap tugas 

diusahakan untuk selesai sesuaidengan rencanasupaya tidak mengganggu 

pada pekerjaan yang lain. 

3. lnisiatif 

Yakni mempunyai kesadaran diri untuk melaksanakan tugas-tugas dan 

tanggung jawab. Pegawai harus melaksanakan tugas tanpa bergantung 

kepada atasan secara terus menerus. 

4. Kemampuan 

Yakni diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, 

ternyata yang dapat diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor 

kemampuanyang dapat dikembangkan. 

5. Komunikasi 
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Dengan kata lain interaksi antara atasan bawahan  untuk memberikan 

saran dan pendapat tentang cara memecahkan masalah. Komunikasi 

mengarah pada kolaborasi yang lebih baik dan hubungan yang harmonis 

antara karyawan dan manajer, yang memungkinkan mereka untuk berbagi 

takdir bersama. 

Mahmudi (2005) memberikan penjelasan mengenai tujuan penilaian 

kinerjadi sektor publik: 

1. Mengetahui tingkat kecapaian tujuan organisasi dimana penilaian kinerja 

berguna sebagai tonggak tercapainya tujuan dan menunjukkan apakah 

organisasi tersebut berjalan sesuai tujuan atau menyimpang dari tujuan 

yang ditetapkan, bila terjadi penyimpangan maka pimpinan dengan cepat 

dapat melakukan tindakan koreksi. 

2. Mempersiapkan sarana pembelajaran untuk pegawai, digunakan untuk 

sarana pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya bentindak, 

memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, keterampilan atau 

pengetahuan kerja yang harus dimilikinya untuk mencapai hasil kerja 

yangterbaik melalui refleksi kinerja masa lalu,evaluasi kinerjasaat ini, 

identifikasi solusi terhadap masalah kinerja saat ini dan membuat 

keputusan-keputusan untuk perbaikan kinerja yang akan datang. 

3. Melakukan perbaikan Periode berikutnya  untuk meningkatkan kinerja 

masa depan, dengan maksud agar kinerja saat ini  lebih baik dari kinerja 

sebelumnya dan kinerja  masa depan perlu lebih baik dari sekarang. 

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis ketika membuat keputusan 
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pemberian penghargaan dan hukuman yaitu pemberian penghargaan 

seperti kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi. Untuk menerapkan sistem 

penggajian  berbasis kinerja, organisasi sektor publik harus memiliki  

sistem manajemen kinerja yang modern, efektif dan valid. 

5. Memotivasi karyawan melalui pengukuran kinerja yang terkait dengan 

manajemen penghargaan untuk karyawan berbakat pasti bermanfaat.. 

6. Penetapan akuntabilitas publik untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pengelolaan, kinerja keuangan organisasi, dan kinerja lainnya merupakan 

dasar untuk menilai akuntabilitas. 

Berdasarkan uraian di atas, Melakukan tugas perbendaharaan adalah 

keseluruhan tugas perbendaharaan untuk menyelesaikan satu atau lebih tugas  

dengan beberapa motivasi dan keterampilan, dengan pemahaman yang jelas 

tentang apa yang sedang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Anda 

dapat menyimpulkan bahwa itu adalah hasil pekerjaan Anda. Kinerja 

akuntansi pendapatan dan pengeluaran ditunjukkan oleh kemampuannya 

untuk melakukan semua tugas  dan fungsi penting dengan baik. 
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2.1.7 Kemampuan Pengelola Keuangan SKPD dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan SKPD Sesuai SAP. 

Kewajiban untuk Menyusun laporan keuangan bagi setiap entitas 

pelaporan instansi pemerintah adalah amanat dari Undang- Undang No. I 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No.l7 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kewajiban pelaporan keuangan 

tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD. Kewajiban untuk membuat laporan keuangan tersebut 

diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan 

keuangan dan kinerja instansi pemerintah. 

Sesuai dengan pasal 232 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan 

perubahannya untuk tingkat pemerintah daerah laporan keuangan disusun 

oleh entitas pelaporan dalam hal ini adalah pejabat pengelola keuangan 

daerah (PPKD). Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan kompilasi 

laporan keuangan dari entitas akuntansi (SKPD). Pasal 13 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No.13tahun2006 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan daerah dan perubahannya menyebutkan bahwa PPK-SKPD 

menyusun laporan SKPD. 

BerdasarkanPasal 5  (2) Permendagri No. 64 Tahun 2013,  unsur – unsur 

yang termasuk dalam laporan keuangan adalah anggaran dan laporan 

keuangan, sehingga seluruh komponen tersebut adalah: 
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1. Laporan realisasi anggaran(LRA) 

2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) 

3. Neraca 

4. Laporan operasional (LO) 

5. Laporan perubahan ekuitas (LPE) 

6. Catatan atas laporan keuangan (CaLK) 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) perlu menyiapkan tujuh 

unsur laporan keuangan di atas. Kelompok Kerja Daerah (SKPD) terdiri dari 

lima komponen: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Usaha 

(LO), Laporan Fluktuasi Ekuitas (LPE), dan Catatan Laporan Keuangan 

(CaLK). Laporan keuangan  di tingkat SKPD, prosedur akuntansi yang terdiri 

dari akuntansi  kas,  akuntansi pengeluaran kas,  akuntansi aset, dan non tunai 

dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat 

daerah  (PPK-SKPD). PPK-SKPD diangkat dan ditetapkan oleh setiap 

penanggung jawab satuan kerja perangkat daerah. PPK – SKPD tidak boelh 

merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

penerimaan negara/daerah, bendahara dan atau PPTK. Dalam prakteknya 

PPK – SKPD biasanya dilaksanakan oleh sekretaris pada SKPD atau kepala 

sub bagian keuangan SKPD. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pasal 13 ayat (2) 

Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa tugas 

PPK - SKPD terdiri dari: 
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1. Meneliti kelengkapan SPPL – LS pengadaan barang dan jasa yang 

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh 

peneliti kelengkapan SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU dan SPP – LS gaji 

dan tunjangan PNS  serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai 

denagn ketentuan perundang undangan yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran. 

2. Melakukan Verifikasi SPP 

3. Menyiapkan SPM 

4. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan  

5. Melekasanakan akuntansi SKPD 

6. Menyiapakan laporan keuangan 

Mengingat penting dan strategisnya tugas PPK-SKPD sebagaimana telah 

diuraikan diatas, PPK-SKPD harus diduduki oleh aparatur yang mempunyai 

kompetensi dibidang akuntansi dan penatausahaan keuangan. salah satu tugas 

terpenting dari PPK-SKPD adalah menyiapkan laporan keuangan. Laporan 

keuangan SKPD disusun oleh PPK-SKPD dengan melakukan koordinasi 

dengan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di setiap SKPD. 

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mensinkronkan nilai realisasi 

pendapatan dan belanja di SKPD tersebut dalam satu tahun anggaran. Dengan 

kata lain, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan juga turut dalam 

proses penyusunan laporan keuangan SKPD. 

Laporan keuangan yang disiapkan oleh pengelola keuangan dalam hal ini 

PPK-SKPD, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan 
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menyampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan atas 

pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan 

SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD). LKPD disampaikan kepada badan 

pemeriksa keuangan republik 1ndonesia (BPK-RI) untuk dilakukan 

pemeriksaan. 

Dalam menyusun laporan keuangan, setiap  pemerintah daerah  terlebih 

dahulu harus menetapkan sistem akuntansi yang paling sedikit terdiri dari  

prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, 

prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, prosedur akuntansi selain 

kas agarpenyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik. Sistem 

akuntansi tersebut dapat dijalankan dengan bantuan aplikasi komputer. 

Selain sistem akuntansi, setiap instansi pemerintah daerah juga harus 

mempersiapkankemampuansetiapaparatur yang bertugasdalam penyusunan 

laporan keuangan. kemampuan tersebut tentunya berkaitan dengan 

pengetahuan tentang standar akuntansi peinerintahan dan prosedur dan siklus 

akuntansi yang harus dilalui sampai dengan laporan keuangan tersusun. Jika 

pemerintah daerah menggunakan bantuan aplikasi komputer untuk 

memproses sistem akuntansi,maka tugas pemerintah daerah adalah 

memberikan pelatihan agar aplikasi tersebut dapat dijalankan oleh setiap 

aparatur penyusun laporan keuangan. 

lndikator yang dapat mengukur kemampuan pengelola keuangan dalam 

penyusunan laporan keuangan dapat juga dilihat dari ketepatan SKPD dalam 
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menyampaikan laporan keuangan SKPD, kelengkapan komponen laporan 

keuangan sesuai dengan SAP dan andanya laporankeuanganyang disajikan 

( Situmorang, 2016). Berdasarkan pasal 295 ayat 1 permendagri No. 13 Tahun 

2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, SKPD harus sudah 

menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD 

paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

2.1.8 Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kinerja Bendahara SKPD 

 2.1.8.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

Menurut Wiley (2002) dalam Putri Wulandari (2014), bakat 

mendefinisikan pilar utama yang mendukung dan mendorong visi, misi, dan 

upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia adalah 

salah satu elemen organisasi yang paling penting, sehingga untuk 

memberikan kontribusi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi kita, kita 

perlu memastikan bahwa  sumber daya manusia dikelola semaksimal 

mungkin.  

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam 

pelaporan keuangan daerah (Hasibuan, 2009). Laporan keuangan harus 

disiapkan dengan benar oleh pemerintah pusat dan pemerinah daerah dan 

diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyempurnaan dan 

penyempurnaannya membutuhkan orang-orang yang akrab dengan akuntansi 

pemerintahan. Kemapuan sumber daya manusia adalah keahlian dari satu 

orang atau lebih dalam suatu organisasi atau sistem organisasi untuk 

melakukan tugas atau wewenangnya secara efektif dan efisien untuk 
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mencapai tujuan mereka. Kemampuan harus dipertimbangkan kemapuan 

yang dapat dikelola untuk mengahsilkan produk dan hasil . 

Untuk menilai kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dalam 

menjalankan  fungsi, termasuk akuntansi, hal ini dapat dilihat dari tingkat 

tanggung jawab dan kemampuan sumber daya tersebut. Tanggung jawab 

ditampilkan atau ditentukan dalam deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan 

adalah dasar dari pekerjaan yang baik. Tanpa uraian tugas yang jelas, sumber 

daya ini tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kemampuan 

kemudian dihasilkan dari pelatihan akademik,  pelatihan yang diselesaikan, 

dan  keterampilan yang ditunjukkan dalam melakukan tugas. 

Para praktisi sumber daya manusia mendefinisikan kompetensi secara 

berbedatermasuk implementasinya dalam organisasi. Lucia dan Lepsinger 

dalam Manopo (2011) mendefinisikan kompetensi sebagai kombinasi 

perilaku antara pengetahuan, keterampilan dengan karakteristik yang 

diperlukan untuk menunjukan perannya dalam organisasi secara efektif dan 

kinerja yang sesuai dalam organisasi. Sedangkan Biham, dkk dalam Manopo 

(2011) menyatakan bahwa kompetensi merupakan sekumpulan perilaku 

spesifik yang dapat diamati dan dibutuhkan oleh seseorang untuk berhasil 

dalam melakukan peran dan mencapai tujuan bersam. 

B. Uno (2007) membagi ciri-ciri kemampuan sebagai berikut: 

1. Motif, apa yang dipikirkan dan inginkan orang untuk menimbulkan sesuatu. 

2. Sifat yaitu karakteristik fisik yang merespon secara konsisten terhadap 

situasi. 
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3. Konsep diri yaitu sikap, nilai dan citra seseorang 

4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang 

tertentu 

5. Keterampilan yaitu kemampuan untuk melakukan tugas yang berkaitan 

dengan fisik dan mental. 

Setiap orang memiliki ciri-ciri kompetensi unik mereka, termasuk 

pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, serta sifat dan alasan 

pribadi, menurut Spencer dan Spencer dalam Emmyah (2009). Kompetensi 

sumber daya manusia menurut Hevesi (2005) adalah kualitas seseorang yang 

memiliki keterampilan, pengetahuan, dan bakat. Kompetensi adalah kualitas 

yang memungkinkan seseorang untuk mengeksekusi pada tingkat tinggi di 

tempat kerja. Kurangnya pengetahuan di antara karyawan akan 

mengakibatkan pemborosan karena berbagai kesulitan yang akan mereka 

hadapi. Karyawan harus memiliki keterampilan selain pengetahuan, dalam 

hal ini talenta di bidang akuntansi. Kemampuan yang diperlukan untuk 

melaksanakan berbagai pekerjaan, yang berkembang sebagai hasil pelatihan 

dan pengalaman, dikenal sebagai keterampilan. Bagaimana seseorang 

melakukan mencerminkan tingkat keterampilan mereka. 

Pengaturan pengembangan standar kompetensi manajerial bagi pegawai 

negeri sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013. Memiliki 

pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan 

tanggung jawab dan/atau kegiatan jabatan disebut kompetensi. Sesuai dengan 

pernyataan Kamariah (2012) bahwa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 
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adalah tiga metrik utama untuk mengevaluasi efektivitas sumber daya 

manusia. Ketiga indikator tersebut, yang peneliti tarik dari definisi di atas, 

antara lain: 

1. Pengetahuan Pengetahuan adalah pemahaman mendalam tentang suatu 

hal yang dimiliki seseorang. Orang yang berpengetahuan dapat 

meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangan akhir karena 

pengetahuan adalah teknis yang rumit. 

2. Keterampilan diperlukan studi lebih lanjut untuk mempelajari bagaimana 

memperoleh kemampuan keterampilan melalui pelatihan dan pengalaman 

dengan melaksanakan berbagai pekerjaan karena keterampilan merupakan 

ilmu yang ada pada manusia. 

3. Perilaku Perilaku adalah tindakan seseorang dalam industri akuntansi 

yang mengutamakan menjunjung tinggi standar etika sebagai seorang 

akuntan. 

2.1.8.2 Kelengkapan Fasilitas 

Kata fasilitas berasal dari bahasa belanda yang berarti landasan atau 

sarana untuk menciptakan atau memungkinkan sesuatu, pengaturan juga 

dapat dilihat melalui alat. terdapat banyak faktor yang mendukung salah 

satunya adalah fasilitas kerja karyawan yang mendukung pekerjaan dengan 

baik sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai rencana. 

Fasilitas adalah alat untuk mempercepat dan mempercepat pelaksanaan 

tugas, fasilitas adalah komponen individual dari penawaran layanan yang 

dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan tanpa mengubah kualitas 



  36 

 

 

model layanan. Organisasi merupakan sarana untuk membedakan 

kurikulum organisasi dengan kurukulum pesainngnya (april dan Mariatti, 

2016). Fasilitas bisnis merupakan bentuk dispatch yang mendukung kinerja 

bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan staf dan meningkatkan 

produktifitas staf (Sri Wahyuni, 2014). 

Menurut Kloter dalam Reno (2015) ketersediaan fasilitas dapat 

memfasilitasi dan mendorong kegiatan tersebut dalam bentuk material atau 

fasilitas, yang dapat digambarkan sebagai fasilitas yang ada di suatu 

perusahaan dimana ketersediaan fasilitasnya kuat, mempengaruhi proses 

bisnis yang mulus. Untuk mencapai tujuan ini, organisasi atau kantorahrus 

menggunakan alat pendukung dalam proses atau kegiatan kantornya. 

Kenderaan yang digunakan di semua organisasi dan kantor tersedia dalam 

berbagai benyuk, jenis dan bidang minat. Semakin besar organisasi atau 

kantor operasional, semakin sempurna fasilitas dan metode yang 

mendukung proses bisnis dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut Allen 

dalam Kristianus (2018) fungsi umum fasiltas ada: 

1. Secara sefisien mengalokasikan sumber daya tenaga kerja untuk 

pekerjaan yang cenderung tidakmemberikan kontribusi yang baik. 

Artinya fasilitas tersebut dapat membantu  pekerja melakukan tugas 

tambahan yang akan berlangsung di luar jam kerja, dengan kata lain  

pekerja akan betah dengan pekerjaan yang dilakukannya.. 

  



  37 

 

 

2. Menyediakan tenaga kerja yang kompoten. Menyediakan fasilitas yang 

mahal memaksa perusahaan dan organisasi untuk menyelamatkan atau 

menggunakan karyawan mereka secara efisien ( tentu saja, dalam 

kombinasi dengan faktor produksi lainnya). 

3. Menghubungkan kontribusi produktivitas perusahan dengan 

pendapatan berarti memberikan fasilitas kepada karyawan ketika 

mereka sangat produktif. 

Setiap kantor atau organisasi menawarkan fasilitas yang berbeda 

tergantung pada kemampuan dan produktivitas organisasi, jabatan, karir, 

keterampilan, berbagai pekerjaan dan banyak lagi. Untuk mencapai tujuan 

mereka, organisasi memerlukan alat pendukung yang di gunakan untuk 

proses atau operasi kantor. Integritas kerja tidak hanya digunakan untuk 

mendukung pelaksanaan aktivitas kerja tetapi juga sebagai alat untuk 

meningkatkan kinerja pengguna. Tentu saja, alat yang tersedia harus 

memenuhi. 

Menurut Sri Wahyuni dalam Ifka Bengi (2019), kesempurnaan fasilitas 

kerja meliputi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memeudahkan 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya guna meningkatkan kinerja. 

Sebuah kantor atau atau organisasi harus menyediakan fasilitas yang 

memadai untuk menjalankan bisnisnya dan mendukung operasionalmya. 

Menurut Sofyan dalam Setiyaningrum (2017), jenis – jenis fasilitas kerja 

antara lain: 
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1. Mesin dan peralatan, yaitu semua peralatan yang digunakan untuk 

mendukung proses produksi. 

2. Bangunan pendukung untuk mempromosikan kegiatan kantor dan 

pemerintahan termasuk infrstruktur, jembatan, jalan dan lainnya. 

3. Fasilitas penunjang kegiatan kantor antara lain perabotan kantor (meja, 

kursi, dan lemari, dll). 

4. Inventarisasi peralatan, yaitu peralatan yang dianggap sebagai alat yang 

digunakan di instansi seperti inventarisasi kenderaan yang bertujuan 

untuk memudahkan transportasi pegawai. 

5. Tanah, yaitu aset yang tersebar luas seperti bangunan dan tanah kosong 

yang digunakan untuk kegiatan kantor dan institusi. 

6. Bangunan Gedung adalah bangunan yang fungsinya untuk menunjang 

kegiatankantor pusat atau kegiatan instansi seperti kantor dan gudang. 

7. Transportasi adalah segala jenis peralatan yang digunakan untuk 

membantu pelaksanaan tugas-tugas kantor, seperti truk, mobil, sepeda 

motor dan lain-lain. 

Indikator struktural Faisal dalam Ganda (2013) adalah sebagai berikut : 

1. Jika perlu 

2. Dapat meningkatkan hasilkerja 

3. Mudah digunakan 

4. Mempercepat proses kerja 

5. Pemosisian yang dirancang dengan benar 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

Dalam suatu penelitian hasil penelitian terdahulu sangat penting sebagai 

dasarmelangkah untuk melakukan penelitiandan penyusunan hasil penelitian. 

Selainitu, hasil penelitian sebelumnya juga diperlukan sebagai pembanding 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian terbaru jika dilakukan 

dengan tepat dan benar dengan metode yang benarakandapat membenarkan 

atau membantah hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

    No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian 
    1. Febrian Cahyo 

Pradono & 
Basukianto (2015) 

Kualitas Laporan 
Keuangan 

Pemerintah Daerah: 
Faktor yang 

Mempengaruhi dan 
Implikasi kebijakan 
(Studi Pada SKPD 

Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah) 

Kuantitatif Kemampuan sumber daya 
manusia, teknologi 

informasi, rekonsiliasi dan 
sistem pengendalian intern 

berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas pelaporan 

keuangan pemerintah 
daerah, sedangkan peran 

PKK-SPKPD tidak 
berpengaruh signifikan.  

   2.  Ni Wayan Sukerni & 
I.A.A.N. Marhaeni 

(2018) 

    Analisis faktor - faktor 
yang mempengaruhi 

kinerja bendahara dan 
dampaknya terhadap 
penyerapan anggaran 
organisasi perangkat 

daerah pada 
pemerintahan 

kabupaten Tabanan  

Kuantitatif Kelengkapan fasilitas, kualitas 
SDM, kondisi lingkungan 

kerja dan karakteristik 
bendahara berdampak 

positif dan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja 

bendahara, kelengkapan 
fasilitas, kualitas SDM, 

kondisi lingkungan kerja 
dan kinerja bendahara 

berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 

penyerapan anggaran OPD 
namun karakteristik 

bendahara tidak 
berpengaruh secara 
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signifikan terhadap 
penyerapan anggaran OPD, 

kelengkapan fasilitas, 
kualitas SDM, kondisi 
lingkungan kerja dan 

karakteristik bendahara 
berpangaruh secara 
signifikan terhadap 

penyerapan anggaran 
melalui kinerja bendahara. 

3. Juanda Situmorang 
(2016) 

Analisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi 

kemampuan 
pengelola keuangan 

SKPD dalam 
menyusun laporan 
keuangan SKPD 

sesuai dengan standar 
akuntansi 

pemerintahan dengan 
pengendalian intern 

sebagai variabel 
pemoderasi di 

Pemerintah 
Kabupaten Samosir 

Kuantitatif Keterampilan sumber daya 
manusia, komunikasi, 
motivasi, pemahaman 

standar akuntansi 
pemerintahan dan 
penggunaan sistem 
informasi akuntansi 

keuangan daerah 
berpengaruh signifikan 
terhadap kemampuan 

pengelola keuangan SKPD 
menyusun laporan 

keuangan SKPD sesuai 
SAP. Meskipun sebagian 

motivasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 

keterampilan manajer 
keuangan. Selain itu, 

pengendalian internal dapat 
memoderasi hubungan 

antara keterampilan sumber 
daya manusia, komunikasi, 

motivasi, pemahaman 
standar akuntansi 

pemerintah, penggunaan 
sistem informasi akuntansi 

keuangan daerah, dan 
keterampilan pengelola 

keuangan SKPD. 
4. Krismanto Amriady 

Manik (2017) 
Faktor – faktor yang 

mempengaruhi 
keinrja bendahara 

satuan kerja 
perangkat daerah di 
kabupaten Samosir 
dengan motovasi 
sebagai variabel 

moderating 

Kuantitatif Pendidikan, pelatihan dan 
kejelasan peran secaar 

bersamaan dapat 
memberikan dampak yang 
signifikan terhadap kinerja 

bendahara SKPD. 
Motifasinya adalah kinerja 

keuangan SKPD yang 
memadukan antara 

pendidikan, pelatihan dan 
kejelasan peran. 
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2.3  KerangkaPemikiran 

Kerangka pemikiran ini dibangun berdasarkan masalah penelitian dan 

kajian pustaka yang ada. Dari gambar kerangka pemikiran dilihat bahwa 

diduga ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pengelola 

keuangan SKPD mempertanggung jawabkan laporan keuangan SKPD. 

Kedua faktor tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia dan 

kelengkapan fasilitas. Kompetensi seseorang akan mempengaruhi 

kemampuan seseorang dalam bekerja. Semakin bertambahnya kompetensi 

yang dimiliki seorang pegawai maka akanmeningkatkan kemampuan dari 

pegawai tersebut untuk menyelesaikan berbagai macam tuntutan tugas 

yang akan dibebankan kepadanya. Kelengkapan fasilitas merupakan faktor 

pendukung terhadap kinerja individu. Kinerja individu akan dapat 

mempengaruhi tujuan organisasi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1  
                                                            Kerangka Pemikiran 

Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo 

Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelengkapan Fasilitas 

Kinerja Bendahara 

Peningkatan Kinerja Bendahara dalam 
pertanggung jawaban keuangan 
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2.4  Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian antara lain : 

H1 : Kompetensi sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas bendahara dalam 

mempertanggungjawabkan keuangan OPD di lingkungan pemerintah 

daerah Kabupaten Boalemo. 

H2 : Kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kapabilitas bendahara dalam mempertanggung 

jawabkan keuangan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo. 

H3 : Kelengkapan fasilitas secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kapabilitas bendahara dalam mempertanggung jawabkan 

keuangan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Sebagaimana telah dijelaskan paad Bab sebelumnya maka menjadi objek 

dalam penelitian adalah kompetensi sumber daya manusia (X1) dan 

kelengkapan fasilitas (X2) terhadap kinerja bendahara (Y) di lingkungan 

pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, 

dimana menurut Sugiyono (2010) metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, metode penelitian 

berupa angka – angka – angka analisis menggunakan statistik. Sedangkan 

pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

survey, dimana penelitian survey   digunakan untuk menjelaskan hubungan 

kausalitas dan pengujian hipotesis. Penelitian ini mengambil sampel dari 

suatu populasi dan menggunakan kuisoner sebagai alat pengumpulan data 

yang pokok atau utama. Sedangkan menurut Sugiyono (2010) metode survey 

yaitu metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang dipelajari adalah data – data dari 
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sampel yang diambil dari populasi tersebut, dan hubungan – hubungan 

antara variabel sosiologi maupun psikologi 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian terdapat dua jenis variabel terdiri dari : 

1. Variabel bebas (independent) atau disebut variabel X yaitu :  

a. Kepemimpinan yang terdiri dari pengaruh, informasi, pengambilan 

keputusan dan memotivasi. 

b. Motivasi yang terdiri dari metode langsung (Direct Motivation) dan 

Metode Tidak Langsung (Indirect Motivation) 

2. Variabel tidak bebas (Dependent) yaotu kinerja pelayanan publik (Y) 

yang terdiri dari kualitas pelayanan (Quality Of Work), komunikasi 

(Communication), kecepatan (Promptness), kemampuan (capability) dan 

inisiatif (Intiative). 

Variabel diatas dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel X 

No Variabel Indikator Skala 
1 Pemahaman SDM (X1) 

Sumber: Kamariah (2012) 

1. Pendidikan 
2. Pelatihan 
3. Pengalaman 

Ordinal  

Perangkat Pendukung  (X2) 

Sumber: Faisal dalam Ganda 

(2013) 

1. Jika perlu 
2. Meningkatkan hasil 

kerja  
3. Mudah digunakan 
4. Mempercepat proses 

kerja 
5. Tugas disusun dengan 

benar 

Ordinal 
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Tabel  3.2 Operasional Variabel Y 
  

      Dalam melakukan penelitian ini masing - masing variabel yang ada bail 

variabel independent maupun variabel dependen, akan dilakukan langkah - 

langkah sebagai berikut : 

1. Untuk variabel independen kompetensi sumber daya manusia (X1) dan 

kelengkapan fasilitas (X2) serta veriabel kinerja bendahara (Y) akan 

diukur dengan menggunakan instrumen kuisoner yang menggunakan 

skala likert (likert’s type item). 

2. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai grade dari sangat positif sampai sangat negatif. 

3. Kuisoner disusun dengan menyiapkan 5 pilihan (option), setiiap pilihan 

akan diberi bobot yang berbeda seperti pada tabel berikut ini : 

Daftar Pilihan Kuesioner 

PILIHAN BOBOT 

Sangat setuju/selalu (sangat positif) 5 

Setuju/Sering (positif) 4 

Ragu-ragu/Kadang-kadang (netral) 3 

Tidak setuju/Jarang (negativ) 2 

Sangat tidak setuju/Tidak pernah (Sangat negativ) 1 

No Variabel Indikator Skala 
1. 
 
 
 

 
 

Kinerja  Bendahara (Y) 
Sumber : Situmorang 

(2016) 
 

1. Ketepatan SKPD dalam 
menyampaikan laporan 
keuangan SKPD 

2. Kelengkapan komponen 
laporan keuangan sesuai 
dengan SAP 

3. Andalnya laporan 
keuangan yang disajikan 
 

Ordinal 
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3.2.3 Populasi Dan Sampel Penelitian 
 

3.2.3.1 Populasi 

       Kegiatan pengumpulan data merupakan langkah penting guna 

mengetahui karakteristik dari populasi yang merupakan elemen - elemen 

dalam objek penelitian. Data tersebut digunakan untuk pengambilan 

keputusan atau digunakan untuk pengujian hipotesis. Dalam pengumpulan 

data akan selalu dihadapkan dengan objel yang akan diteliti baik itu berupa 

benda, manusia, dan aktivitasnya atau peristiwa yang terjadi. Sugiyono 

(2010) mengemukakan bahwa “ populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Sedangkan menurut Sudjana (2005) populasi adalah totalitas semua nilai 

yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif maupun 

kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas ingin dipelajari sifat - sifatnya. 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka popolasi penelitian ini adalah 

seluruh bendahara OPD dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo dengan jumlah 46 pegawai. Jumlah populasi pada penelitian ini 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.4  Tabel Populasi Penelitian 

No Nama OPD Jumlah  
1 Sekretariat Daerah 2 
2 Sekretariat DPRD 2 
3 Inspektorat 1 
4 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2 

5 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah 1 

6 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1 
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 
8 Badan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2 
9 Dinas Kesehatan 2 
10 Kecamatan Tilamuta 1 
11 Kecamatan Botumoito 1 
12 Kecamatan Mananggu 1 
13 Kecamatan Dulupi 1 
14 Kecamatan Paguyaman 1 
15 Kecamatan Paguyaman Pantai 1 
16 Kecamatan Wonosari 1 
17 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2 

18 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 
Perhubungan dan Pertanahan 2 

19 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2 

20 
Dinas  Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pengendalian Perempuan dan 
Perlindungan anak 

1 

21 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan 2 

22 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 
23 Dinas Pertanian 2 
24 Dinas Pangan 1 
25 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 
26 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1 

27 Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya 
Mineral 2 

28 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 1 

29 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 
30 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 

31 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian 2 

32 Kantor Kesbangpol dan Linmas 1 
33 Satuan Polisi Pamong Praja 1 

Total 46 
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3.2.3.2 Sampel 

      Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi (Sugiyono, 2010). Untuk memperoleh sampel yang 

mencerminkan karakteristik populasi secara tepat, dalam hal ini tergantung 

oleh dua faktor metode penarikan sampel dan penetuan penarikan sampel. 

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel sehingga 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 46 orang 

3.2.4 Jenis dan Sumber Data  

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data perlu dikelompokan 

ke dalam dua golongan yaitu : 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Data Kuantitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah 

ubah atau bersifat variative. Data kuantitatif dalam penelitian ini 

merupakan hasil kuisioner dengan menggunakan skala Lichen yang 

dibagikan kepada responden. 

2) Data Kualitatifa dalah data yang bukan numerik, melainkan data yang 

sudah ada berupa atribut target, state, deskriptor dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, data kualitatif adalah keadaan perusahaan. 

  



  49 

 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

penyebaran kuisioner kepada responden. 

2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya, 

diperoleh dari buku – buku, artikel, dan tulisan ilmiah.  

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang di gunakan penulis 

dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi yaitu mengamati kegiatan perusahaan yang berhubungan 

dengan masalah yang teliti. 

2. Wawancara, dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data yang 

berupa keterangan - keterangan dan informasi dimana yang menjadi 

sasaran interview adalah seluruh bendahara OPD di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Boalemo. 

3. Kuisioner, dilakukan dengan menyebarkan seperangkat 

daftar/pernyataan tertulis kepada responden. 

4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, 

makalah, majalah ilmiah guna memperoleh informasi yang berhubungan 

dengan teori - teori  dan konsep - konsep dengan masalah yang diteliti. 
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3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian  

      Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan 

(objektif) sudah tentu di perlukan suatu instrumen atau alat ukur yang valid 

dan andal (reliable). Dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen alat ukur 

yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan akan 

meghasilkan hasil yang objektif. 

3.2.6.1 Uji Validitas 

       Pengujian validitas instrumen dengan menguji validitas konstruksi 

(construct validity), maka dapat digunakan pendapat dari ahli (judgment 

experts), setelah instrumen dikonstruksikan dengan para ahli dengan cara 

sependapat dengan Sugiyono (2010) mengatakan bahwa “ setelah pengujian 

konstruksi selesai dari para ahli, maka diteruskan uji coba instrument. 

Instrumen yang telah di setujui para ahli tersebut dicobakanpada asmpel 

dimana populasi di ambil. Stelah data didapat dan ditabulasikan, maka 

pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan 

mengkolerasikan antar skor instrumen”. 

     Uji validitas di lakukan dengan mengkolerasikan masing – masing 

pernyataan dengan jumlah skor untuk masing - masing variabel. Selanjutnya 

dengan memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Untuk 

pengujian validitas peneliti dengan menggunakan rumus korelasi seperti 

yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi 

Pearson Product Moment (PPM) sebagai berikut : 

𝑟𝑋𝑌 =
n	(∑XY) − (∑X). (∑Y)

.{n. ∑X!}. {n. ∑Y! − (∑Y)²
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Dimana: 

r      = Angka Korelasi 

X    = Skor Pertanyaan (ke-n) variabel X  

Y    =  Skor Pertanyaan (ke-n) variabel Y 

n     = Jumlah Responden 

XY = Skor pertanyaan dikali total pertanyaan  

Dalam hasil analisi item teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini 

sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. 

       Untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, sekaran 

(2011) menyatakan bahwa “ Item yang mempunyai korelasi positif dengan 

kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukan bahwa item 

tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum 

dianggap valid adalah r = 0,3. Jika korelasi antara butir dengan skor total > 

0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan valid. Kriteria korelasi 

Pearson Product Moment (PPM) dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.5 
Koefisien Korelasi 

R Keterangan 
0,800 - 1,000 Sangat tinggi / Sangat Kuat 
0,600 - 0,799 Tinggi / Kuat 
0,400 - 0,599 Cukup tinggi / Sedang 
0,200 - 0,399 Rendah / Lemah 
0,000 - 0,199 Sangat rendah / Sangat Lemah 

Sumber : Riduwan (2008:280). 
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3.2.6.2 Uji Reliabilitas 

     Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban – jawaban 

tertentu. Instrumen yang sudah dapat di percaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang 

benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan 

sama. Untuk menghitung uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan rumus 

alpha cronbach menurut Ghozali (2005:45) dengan rumus sebagai berikut : 

𝑎 = 2
𝑘

𝑘 − 15 (1
∑ 𝑠𝑖
𝑠𝑡 ) 

Keterangan : 

k = Jumlah  instrument pertanyaan  

∑si2 = Jumlah varians dalam setiap instrumen 

s         = Varians keseluruhan instrument 

 

      Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha 

> 0,60 dan jika nilai cronbach alpha  < 0,60 dikatakan tidak reliable 

(Ghozali, 2005). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai 

reliabilitas datanya semakin terpercaya. 
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3.2.7 Uji Asumsi Kalsik/Konversi Data 

3.2.7.1 Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel 

bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan 

nol (Ghozali, 2005: 91). 

Multikolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

bebas yang terpilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 

VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai 

cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF dibawah 10 (Ghozali, 2005). 

3.2.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendekati heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola 

tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit 

maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di 
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bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005: 105). 

3.2.7.3 Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat 

dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali, 2005:110). 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

Ø Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas. 

Ø Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas 

3.2.7.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi (Imam Ghozali, 2011: 110). Pada 

penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan 

uji Durbin-Watson (DW test). 
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Tabel 3.6 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif  
Tidak ada autokorelasi positif  
Tidak ada korelasi negatif  
Tidak ada korelasi negatif  
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif 

Tolak 
No Decision 

Tolak 
No Decision 

Tidak Ditolak 

0 < d < dl 
dl ≤ d ≤ du 

4 – dl < d < 4 
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

du < d < 4-du 
Sumber: Imam Ghozali, 2011 

3.2.8  Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

digunakan persamaan regresi berganda. Variabel terikat (dependent variabel) 

dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan dan Motivasi sedangkan sebagai 

variabel bebas (independent variabel) adalah Kinerja Pegawai. Adapun 

gambar dan persamaan regresi linear berganda dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Gambar Regresi Linear Berganda 

          Adapun persamaan yang digunakan adalah: 

 
  

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + ɛ 
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Keterangan : 

Y =  Kinerja Pegawai 

X1 =  Kepemimpinan 

X2 =  Motivasi 

a =  Konstanta 

b1 = Koefisien X1 

b2 =  Koefisien regresi/slop 

3.2.9 Pengujian Hipotesis 

3.2.9.1 Uji F (Simultan) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh signifikansi antara 

variabel independen dan variabel dependen secara bersama-sama, dikatakan 

berpengaruh signifikan apabila nilai sig < α. Uji F dapat dicari dengan rumus: 

 

 
 

Keterangan : 

R2 =  Koefisien Determinasi 

n  =  Jumlah Sampel 

k  =  Jumlah variabel Independen 

 
Hasil uji F dapat dilihat pada Output ANNOVA dari hasil analisis regresi 

berganda. Dengan kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan 

antara Fhitung dan Ftabel sehingga: 
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1. Jika Fhitung <  Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak yang artinya tidak ada 

pengaruh signifikan 

2. Jika Fhitung >  Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya ada 

pengaruh signifikan 

3.2.9.2 Uji t (parsial) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, 

dikatakan berpengaruh signifikan apabila sig < α. Pengujian ini dilakukan 

dengan tingkat kenyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika thitung  >  ttabel  (0,05), maka H1 diterima, H0 ditolak 

2. Jika thitung  <  ttabel  (0,05), maka H1 ditolak, H0 diterima 

Nilai t dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 

 
 
Keterangan: 

b  : Koefisien regresi variabel independen 

σb  : Standar deviasi koefisien regresi variabel independen 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah/Gambaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo 

Pembentukan daerah otonom di Indonesia sering dikaitkan dengan dua hal, 

yakni bagian dari daerah kerajaan masa lampau dan pembagian daerah menurut 

aturan kolonial Belanda. Ketika Belanda berkuasa sistem pemerintahan 

beberapa kali mengalami perubahan. Dalam Lembaran Negara Tahun 1925 

Nomor 262, Keresidenan Gorontalo dibagi menjadi dua yakni Onder Adeling 

Gorontalo dan Onder Afdeling Boalemo. Pada tahun 1946, ketika Sulawesi 

menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur, keswaprajaan yang tertuang 

dalam Undang – undang No 29 Tahun 1959 perihal pembentukan Daerah 

Tingkat II di Sulawesi Dalam UU ini Boalemo menjadi salah satu kawedanan 

dalam wilayah Kabupaten Gorontalo. Kemudian Presiden RI dan DPRD RI 

menetapkan Undang – undang Nomor 50 Tahun 1999, Tanggal 4 oktober 1999 

Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara RI tahun 1999 

Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara RI No 3899), kemudian secara resmi 

Kabupaten Boalemo berdiri setelah diundangkannya pada tanggal 12 oktober 

1999. 

Kabupaten Boalemmo merupakan Kabupaten yang termuda di Provinsi 

dan terbaru di Provinsi Gorontalo, terbentuk berdasarkan Undang – undang  No 

50 Tahun 1999. Selanjutnya dalam waktu 3 tahun 4 bulan Kabupaten Boalemo 

telah dimekarkan menjadi dua Kabupaten yakni Kabupaten Boalemo 



59 
 

 

dan Kabupaten Pohuwato, sesuai dengan undang – undang Nomor 6 

Tahun 2003. Pemekran tersebut dimaksudkan guna menghindari polemil 

ibukota Kabupaten Boalemo yang tertuang pada pasal 7 dan 8 Undang – undang 

No 50 Tahun 1999, dimana disebutkan bahwa pada pasal 7, ibukota Kabuoaetn 

Boalemo berkedudukan di Tilamuta, selanjutnya pada pasal 8 disebutkan bahwa 

paling lambat 5 tahun ibukota dapat dipindahkan ke Marisa (dalam Iwan 

Bokings http://www.boalemo.go.id/statis-8-sejarahboalemo.html). 

4.2 Gambaran Umum Responden 

 Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bendahara pada SOPD Kabupaten 

Boalemo. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat 33 

bendahara yang ada di seluruh SOPD Kabupaten Boalemo. Data penelitian 

yang dikumpulkan berupa kuesioner yang disebarkan langsung ke seluruh 

responden atau pegawai yang bersangkutan. Kuesioner tersebut dibagikan 

dalam 1 hari dan dikumpul dalam jangka waktu 1-2 minggu. Distribusi 

mengenai penyebaran kuesioner dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengambilan Kuesioner 

Keterangan Jumlah Presentase 

Total Kuesioner yang disebar 33 100% 

Jumlah Kuesioner yang kembali 33 100% 

Kuesioner yang dapat digunakan 33 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 33 eksemplar (100%) 

kuesioner yang disebarkan pada 33 bendahara yang ada di seluruh SOPD 

Kabupaten Boalemo, terkumpul sebanyak 33 eksemplar atau 100% kuesioner 
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yang kembali, dan sebanyak 33 eksemplar atau 100% kuesioner yang dapat 

digunakan. 

4.2.1 Karakteristik Responden 

 Sumber data adalah bendahara yang ada di seluruh SOPD Kabupaten 

Boalemo. Gambaran umum responden dibagi berdasarkan jenis kelamin, 

tingkat pendidikan dan masa kerja responden.  

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1 Pria 8 24,24% 
2 Wanita 25 75,76% 

Jumlah 33 100% 
 Sumber: Data mentah yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas diketahui bahwa dari 33 responden yang 

merupakan bendahara di seluruh SOPD Kabupaten Boalemo, 8 orang 

bendaraha atau 24,24% berjenis kelamin pria sedangkan sisanya sebanyak 

25 bendahara atau 75,76% berjenis kelamin wanita.  

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 
1 SMP 2 6,06% 
2 SMA 29 87,88% 
3 S1 2 6,06% 

Jumlah 33 100% 
Sumber: Data mentah yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa sebagian besar bendahara 

SOPD Kabupaten Boalemo yang menjadi responden dalam penelitian ini 

di dominasi tingkat pendidikan SMA sebanyak 29 bendahara atau 87,88% 
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dari jumlah responden. Tingkat SMP sebanyak 2 bendahara atau 6,06% 

dari jumlah responden dan bendahara dengan tingkat pendidikan S1 

sebanyak 2 bendahara atau 6,06% dari jumlah responden. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4.4 Masa Kerja Responden 

No Lama Bekerja Jumlah Presentase 
1 1 Tahun 8 24.24% 
2 2-5 Tahun 22 66.67% 
3 >5 Tahun 3 9.09% 

              Jumlah 33 100% 
Sumber: Data mentah yang diolah, 2022 

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa bendahara yang bekerja di 

seluruh SOPD Kabupaten Boalemo selama 1 tahun sebanyak 8 bendahara 

atau 24,24% dari seluruh jumlah bendahara, kemudian bendahara yang 

bekerja selama 2 – 5 tahun sebanyak 22 bendahara atau 66.67% dari 

seluruh jumlah bendahara dan bendahara yang bekerja selama lebih (>) 

dari 5 tahun sebanyak 3 bendahara atau 9.09% dari jumlah seluruh 

bendahara. 

4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan sebagai 

informasi yang akurat. Selanjutnya akan dilakukan deskripsi penelitian untuk 

memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing 

responden atas pernyataan yang diajukan pada saat penelitian. Deskripsi data 

hasil penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai 

penyebaran/distribusi data baik berupa ukuran gejala pusat, ukuran letak 
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maupun distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah 

dari data mentah dengan menggunakan metode statistik deskriptif. 

 Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah penelitian, 

maka deskripsi data dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, Kompetensi 

Sumber Daya Manusia (X1), Kelengkapan Fasilitas (X2) dan Kinerja 

Bendahara (Y). Hasil perhitungan statistik deskriptif masing-masing variabel 

secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

1. Karakteristik Variabel Penelitian 

 Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan 

variabel Kinerja Bendahara (Y). bobot-bobot butir instrument berdasarkan 

variabel terlebih dahulu di deskripsikan dengan melakukan perhitungan 

frekuensi dan skor berdasarkan bobot option (pilihan) jawaban. 

Perhitungan frekuensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot 

yang dipilih sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian 

antara bobot option dengan frekuensi. Berikut proses perhitungannya: 

  Bobot terendah x Item x Jumlah responden  : 1 x 1 x 33 = 33 

  Bobot tertinggi x Item x Jumlah responden  : 5 x 1 x 33 = 165 

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentan skala penelitian 

sebagai berikut: 

Rentang skalanya yaitu "#$%&&
$

= 26,4 

Tabel 4.5 Skala Penelitian Jawaban Responden 

No  Rentang Kategori 
1 33 - 59 Sangat rendah 
2 60 - 86 Rendah 
3 87 - 113 Sedang 
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4 114 - 140 Tinggi  
5 141 - 167 Sangat Tinggi                    

  Sumber: Data mentah yang diolah, 2022 

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia diartikan sebagai pilar penyangga utama sekaligus 

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta 

tujuan dari organisasi tersebut. Kompetensi sumber daya manusia terdiri 

dari 20 indikator. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan 

responden terhadap kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi Sumber Daya 
Manusia 

Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 

F Skor % F Skor % F Skor % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 3 3 0 0 0 1 3 3 
4 7 28 21.2 8 32 24.2 13 52 39.4 
5 25 125 75.8 25 125 75.8 19 95 57.6 

Jumlah 33 156 100 33 157 100 33 150 100 
Keterangan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6 

F Skor % F Skor % F Skor % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 4 6.1 0 0 0 
3 0 0 0 6 18 18.2 0 0 0 
4 9 36 27.3 25 100 75.8 12 48 36.4 
5 24 120 72.7 0 0 0 21 105 63.6 

Jumlah 33 156 100 33 122 100 33 153 100 
Keterangan Sangat Tinggi Tinggi  Sangat Tinggi 

 

Bobot  Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9 
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Kategori  
Resp 

F Skor % F Skor % F Skor % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 4 6.1 0 0 0 
3 1 3 3 10 30 30.3 0 0 0 
4 14 56 42.4 0 0 0 12 48 36.4 
5 18 90 54.5 21 105 63.6 21 105 63.6 

Jumlah 33 149 100 33 139 100 33 153 100 
Keterangan Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 

 

Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 10 Pernyataan 11 Pernyataan 12 

F Skor % F Skor % F Skor % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 14 56 42.4 13 52 39.4 14 56 42.4 
5 19 95 57.6 20 100 60.6 19 95 57.6 

Jumlah 33 151 100 33 152 100 33 151 100 
Keterangan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 13 Pernyataan 14 Pernyataan 15 

F Skor % F Skor % F Skor % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 2 3 1 2 3 0 0 0 
3 2 6 6.1 2 6 6.1 1 3 3 
4 12 48 36.4 10 40 30.3 11 44 33.3 
5 18 90 54.5 20 100 60.6 21 105 63.6 

Jumlah 33 146 100 33 148 100 33 152 100 
Keterangan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 16 Pernyataan 17 Pernyataan 18 

F Skor % F Skor % F Skor % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 11 44 33.3 15 60 45.5 10 40 30.3 
5 22 110 66.7 18 90 54.5 23 115 69.7 

Jumlah 33 154 100 33 150 100 33 155 100 
Keterangan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 
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Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 19 Pernyataan 20 

F Skor % F Skor % 

1 0 0 0 1 1 3 
2 1 2 3 3 6 9.1 
3 10 30 30.3 8 24 24.2 
4 0 0 0 21 84 63.6 
5 22 110 66.7 0 0 0 

Jumlah 33 142 100 33 115 100 
Keterangan Sangat Tinggi Tinggi 

 Sumber: data mentah yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 33 responden yang 

diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan 

pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) umumnya berada 

pada kategori sangat tinggi yaitu pada pernyataan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan pernyataan 19, sedangkan untuk kategori 

tinggi berada pada pernyataan 5, 8 dan pernyataan 20. Artinya indikator 

keterampilan responden menjawab dengan kategori sangat tinggi, 

sementara indikator pengetahuan dan perilaku beberapa responden 

menjawab dengan kategori tinggi. 

b. Kelengkapan Fasilitas 

 Ketersediaan fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

melancarkan usaha ini dapat berupa benda-benda maupun fasilitas dapat 

dicontohkan dengan sarana yang ada di sebuah perusahaan dimana fasilitas 

yang tersedia akan sangat mempengaruhi kelancaran proses perusahaan. 

Kelengkapan fasilitas ini memiliki 7 indikator. Dari hasil penelitian 

distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap kelengkapan fasilitas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Kelengkapan Fasilitas 

Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 

F Skor % F Skor % F Skor % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 12 48 36.4 11 44 33.3 9 36 27.3 
5 21 105 63.6 22 110 66.7 24 120 72.7 

Jumlah 33 153 100 33 154 100 33 156 100 
Keterangan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 4 Pernyataan 5 Pernyataan 6 

F Skor % F Skor % F Skor % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 13 52 39.4 11 44 33.3 12 48 36.4 
5 20 100 60.6 22 110 66.7 21 105 63.6 

Jumlah 33 152 100 33 154 100 33 153 100 
Keterangan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 7 

F Skor % 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 9 36 27.3 
5 24 120 72.7 

Jumlah 33 156 100 
Keterangan Sangat Tinggi 

 Sumber: data mentah yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa dari 33 responden yang 

diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan 

pada variabel kelengkapan fasilitas (X2) berada pada kategori sangat tinggi 
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yaitu pada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pernyataan 7. Artinya bahwa dari 

indikator kelengkapan fasilitas melalui fasilitas yang sesuai dengan 

kebutuhan, mampu mengoptimalkan hasil kerja, mudah dalam 

penggunaan, mempercepat proses kerja dan penempatan ditata dengan 

benar responden menjawab dengan kategori sangat tinggi.  

c. Kinerja Bendahara 

 Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya. Kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam tugas 

yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai dengan baik. Variabel kinerja bendahara terdiri 

dari 4 indikator. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan 

responden terhadap kinerja bendahara dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Bendahara 

Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 

F Skor % F Skor % F Skor % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 12 48 36.4 14 56 42.4 16 64 48.5 
5 21 105 63.6 19 95 57.6 17 85 51.5 

Jumlah 33 153 100 33 151 100 33 149 100 
Keterangan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

Bobot  
Kategori  

Resp 

Pernyataan 4 

F Skor % 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 2 6 6.1 
4 7 28 21.2 
5 24 120 72.7 

Jumlah 33 154 100 
Keterangan Sangat Tinggi 

Sumber: data mentah yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas diketahui bahwa dari 33 responden yang 

diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan 

pada variabel kinerja bendahara (Y) secara umum berada pada kategori 

sangat tinggi yaitu pada pernyataan 1, 2, 3 dan pernyataan 4. Artinya 

indikator kinerja bendahara dalam bentuk ketepatan SKPD dalam 

menyampaikan laporan keuangan SKPD, kelengkapan komponen laporan 

keuangan sesuai dengan SAP dan andalnya laporan keuangan yang 

disajikan responden menjawab dengan kategori sangat tinggi.  
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4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data 

1. Hasil Uji Validitas 

 Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan 

cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing 

variabel menggunakan pearson correlation. Butir pernyataan dikatakan 

valid apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05. 

a. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 

 Hasil pengujian validitas variabel kompetensi sumber daya manusia 

(X1) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Item 
Kuesioner 

Kooefisien 
Korelasi R Linitis Keterangan 

KSDM1 0.653** 0.30 Valid 
KSDM2 0.634** 0.30 Valid 
KSDM3 0.810** 0.30 Valid 
KSDM4 0.760** 0.30 Valid 
KSDM5 0.587** 0.30 Valid 
KSDM6 0.748** 0.30 Valid 
KSDM7 0.849** 0.30 Valid 
KSDM8 0.757** 0.30 Valid 
KSDM9 0.835** 0.30 Valid 
KSDM10 0.853** 0.30 Valid 
KSDM11 0.907** 0.30 Valid 
KSDM12 0.943** 0.30 Valid 
KSDM13 0.901** 0.30 Valid 
KSDM14 0.818** 0.30 Valid 
KSDM15 0.823** 0.30 Valid 
KSDM16 0.807** 0.30 Valid 
KSDM17 0.823** 0.30 Valid 
KSDM18 0.755** 0.30 Valid 
KSDM19 0.819** 0.30 Valid 
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KSDM20 0.813** 0.30 Valid 
Sumber: data mentah yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui bahwa dari 20 item pernyataan 

dalam kueisoner seluruh item pernyataan memiliki koefisien korelasi 

positif dan mempunyai nilai signifikansi lebih kecil (<) dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam 

penelitian tersebut valid. 

b. Variabel Kelengkapan Fasilitas 

 Hasil pengujian validitas variabel kelengkapan fasilitas (X2) dengan 

menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 Uji Validitas Kelengkapan Fasilitas 

Item 
Kuesioner 

Kooefisien 
Korelasi Sig (2-Tailed) Keterangan 

KF1 0.856** 0.30 Valid 
KF2 0.860** 0.30 Valid 
KF3 0.881** 0.30 Valid 
KF4 0.941** 0.30 Valid 
KF5 0.881** 0.30 Valid 
KF6 0.964** 0.30 Valid 
KF7 0.881** 0.30 Valid 

Sumber: data mentah yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.10 diatas diketahui bahwa dari 7 item pernyataan 

dalam kuesioner, seluruh item pernyataan tersebut memiliki koefisien 

korelasi bernilai positif dan mempunyai nilai signifikansi yang lebih 

kecil (<) dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item 

pernyataan dalam penelitian tersebut valid. 
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c. Variabel Kinerja Bendahara 

 Hasil pengujian validitas variabel kinerja bendahara (Y) dengan 

menggunakan koefisien korelasi pearson dapat diuraikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.11 Uji Validitas Kinerja Bendahara 

Item 
Kuesioner 

Kooefisien 
Korelasi Sig (2-Tailed) Keterangan 

KB1 0.761** 0.30 Valid 
KB2 0.683** 0.30 Valid 
KB3 0.628** 0.30 Valid  
KB4 0.655** 0.30 Valid 

Sumber: data mentah yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.11 diatas diketahui bahwa dari 4 item pernyataan 

kuesioner seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi 

bernilai positif dan mempunyai nilai signifikansi lebih kecil (<) dari 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan 

kuesioner dalam penelitian ini valid. 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk 

menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pernyataan yang 

diberikan menggunakan metode statistik Cronbach Alpha dengan 

signifikan yang digunakan lebih dari (>) 0,6. Adapun hasil dari pengujian 

reliabilitas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Koefisien 
Alpha 

Nilai 
Alpha Keterangan 

1 Kompetensi Sumber Daya 
Manusia 0.767 0.6 Reliabel 

2 Kelengkapan Fasilitas 0.806 0.6 Reliabel 
3 Kinerja Bendahara 0.769 0.6 Reliabel 

 Sumber: data mentah yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.12 diatas diketahui bahwa variabel kompetensi sumber 

daya manusia, kelengkapan fasilitas dan kinerja bendahara mempunyai 

nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa 

item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reliable. 

Sehingga setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu 

memperoleh data yang konsisten dan apabila pernyataan diajukan kembali 

maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban 

sebelumnya. 

3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan 

grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual yang hasil 

pengujiannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

  Berdasarkan gambar 4.1 diatas terlihat titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. 

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Hasil Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model 

regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-

variabel independennya maka hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai 

tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas 
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dari multikolinieritas (Sunjoyo, dkk. 2013). Hasil pengujian 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 
Correlations 

Tolerance VIF 
1 (Constant)   

TKSDM .969 1.032 
TKF .969 1.032 

 a. Dependent Variable: KB 
 Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.13 diatas terlihat bahwa variabel kompetensi 

sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas memiliki nilai tolerance 

diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model 

persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonieritas sehingga data 

dapat digunakan dalam penelitian.  

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan yang lain. 

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode Scatter Plot 

dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, 

tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada 

diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

 Berdasarkan gambar 4.2 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data 

tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas 

dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model 

regresi layak digunakan untuk memprediksi kinerja bendahara dengan 

variabel yang mempengaruhinya yaitu kompetensi sumber daya 

manusia dan kelengkapan fasilitas. 

4.3.3 Hasil Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan 

menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik maka tahap berikut 

adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.  
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Tabel 4.14 Model Persamaan Regresi 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.055 4.822  .219 .828 

TX1 .323 .035 .850 9.246 .000 
TX2 .186 .207 .083 .902 .374 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.14 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk 

pada uji regresi ini adalah: 

Y = 1.055 + 0.323X1 + 0.186X2 + e 

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta adalah 1.055 ini menunjukkan bahwa jika variabel 

independen (kompetensi sumber daya manusia dan kelengkapan 

fasilitas) bernilai (0) maka nilai variabel dependen (kinerja bendahara) 

sebesar 1.055 satuan. 

b. Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia (b1) adalah 0.323 

dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami 

kenaikan sebesar 0.323 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu 

satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien 

bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

kompetensi sumber daya manusia dengan variabel kinerja bendahara 

(Y). semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia seorang 

bendahara maka kinerja bendahara juga akan semakin meningkat. 

c. Koefisien regresi kelengkapan fasilitas (b2) adalah 0.186 dan bertanda 

positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 
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0.186 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan 

variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kelengkapan 

fasilitas dengan variabel kinerja bendahara (Y). Semakin baik 

kelengkapan fasilitas kepada seorang bendahara maka kinerja 

bendahara juga akan semakin baik. 

2. Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

 Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

 

Tabel 4.15 Hasil Uji R2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 
Estimate 

 
1 .868a .754 .738 2.505 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

 Dari tabel 4.15 diatas terdapat angka R sebesar 0.868 yang menunjukkan 

bahwa hubungan antara kinerja bendahara dengan kedua variabel 

independennya sangat kuat karena berada di definisi kuat yang angkanya 

diatas 0,4. Sedangkan nilai R Square sebesar 0.754 atau 75.4% ini 

menunjukkan bahwa variabel kinerja bendahara dapat dijelaskan oleh 

variabel kompetensi sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas 

sebesar 75.4% sedangkan sisanya 24.6% dapat dijelaskan dengan variabel 

lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.  

3. Hasil Uji F 
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 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F 

yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai 

signifikan yang digunakan yaitu pada level α = 0,05 (5%). 

Tabel 4.16 Uji F 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 577.817 2 288.908 46.023 .000b 

Residual 188.324 30 6.277   
Total 766.141 32    

 Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.16 diatas anova signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih 

kecil dari 0.05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen 

(kompetensi sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (kinerja bendahara). Dengan 

demikian berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi 

sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja bendahara. 

4. Hasil Uji – t 

 Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t 

yaitu dengan melihat nilai signifikan t hitung, jika nilai signifikan < dari 

0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. Melalui statistik uji-t yang terdiri 

dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Kelengkapan Fasilitas 
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(X2) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kinerja 

Bendahara (Y). 

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H2) 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi 

sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

bendahara. Nilai t yang bernilai 9.246 menunjukkan bahwa pengaruh 

yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. 

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H3) 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel kelengkapan fasilitas memiliki 

tingkat signifikansi sebesar 0.374 yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini 

berarti H3 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa kelengkapan 

fasilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bendahara. Nilai 

t yang bernilai 0.902 dan bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh 

yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. 

4.4 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan program SPSS dan Microsoft Excel, maka dapat diketahui 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan 

signifikansi. Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kelengkapan Fasilitas Secara 

Simultan Berpengaruh Terhadap Kinerja Bendahara OPD di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo 

 Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel 

kompetensi sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja bendahara pada OPD Kabupaten Boalemo 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (lebih kecil dari) 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja bendahara pada OPD di lingkungan 

pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dipengaruhi oleh kompetensi 

sumber daya manusia dan juga kelengkapan fasilitas yang digunakan.  

 Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan kewenangan dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. Kinerja merupakan jawaban dari berhasil tidaknya tujuan 

organisasi. Kinerja pegawai atau bendahara dapat diketahui dari seberapa 

jauh pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat 

manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk 

menilai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.  
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 Organisasi sektor publik dipemerintahan daerah, dituntut untuk memiliki 

kinerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah 

dituntut agar selalu tanggap terhadap keadaan tuntutan lingkungannya. 

Aspek yang bisa menjadi patokan untuk menilai kinerja pemerintah salah 

satunya adalah kompetensi sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas. 

Kualitas yang minim dari sumber daya manusia pemerintahan dapat 

mengakibatkan kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan dan pencapaian 

tujuan. Hal ini bisa dikatakan keberhasilan dan kesuksesan kinerja suatu 

organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kualitas 

sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

berdasarkan latar belakang pendidikan, kesehatan dan mentalitas (moral). 

Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya, 

seseorang akan lebih mudah memahamai dan melaksanakan tugasnya. 

Ditambah dengan kesehatan prima, yang sangat harus diperhatikan oleh 

semua pegawai agar dalam melaksanakan pekerjaannya tidak ada kendala. 

Selain itu, mentalitas (moral) yang baik sangat penting dan bisa menunjang 

kinerja. Disamping kompetensi sumber daya manusia, kelengkapan fasilitas 

kerja juga merupakan suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap 

karyawan agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan karyawan 

sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Adanya 

fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan sangat mendukung 

karyawan dalam bekerja. Fasilitas kerja yang disediakan oleh kantor 
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pemerintahan yang merupakan sarana dan prasarana untuk memudahkan 

pekerjaan. Fasilitas kerja yang memadai dengan kondisi yang layak pakai 

dan terpelihara dengan baik akan membantu kelancaran proses kerja dalam 

suatu organisasi. Pemberian fasilitas yang lengkap juga dijadikan salah satu 

pendorong untuk bekerja. Dengan demikian semakin baik kualitas sumber 

daya manusia dan kelengkapan fasilitas, maka semakin baik pula kinerja 

pemerintah daerah dalam hal ini bendahara pada OPD di lingkungan 

pemerintah daerah Kabupaten Boalemo.  

 Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Ni wayan 

sukerni (2018) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, 

kelengkapan fasilitas, kondisi lingkungan kerja dan karakteristik bendahara 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja bendahara pada pemerintah 

Kabupaten Tabanan. 

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Secara Parsial Berpengaruh 

Terhadap Kinerja Bendahara OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boalemo. 

 Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

bendahara pada OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo. Koefisien variabel kompetensi sumber daya manusia 

menunjukkan arah positif terhadap kinerja bendahara dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari) 0,05. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki 
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nilai t 9.246 dan bertanda positif. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi 

kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh bendahara maka akan 

semakin baik pula kinerja bendahara pada OPD di lingkungan pemerintah 

daerah Kabupaten Boalemo.  

 Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus 

dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan sikap dan 

prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat 

diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan 

organisasinya. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan 

sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang 

berada didalamnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan 

pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, 

sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan 

akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi sumber daya 

manusia pada setiap level manajemen menjadi urgen baik level pimpinan 

maupun staf pemerintahan.  

 Kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini latar belakang pendidikan 

merupakan salah satu penunjang pegawai untuk dapat menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Melalui pendidikan yang semakin tinggi pegawai diharapkan 

mempunyai pengetahuan yang lebih baik sehingga mampu serta cakap 

untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Latar belakang pendidikan 

menjadi faktor penunjang mencapai kinerja bendahara karena tingginya 

tingkat pendidikan akan membantu bendahara dapat menyerap informasi 
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yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. kesesuaian latar belakang 

pendidikan yang dimiliki oleh bendahara akan dapat meningkatkan kinerja 

individu dan dapat berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. 

Disamping latar belakang pendidikan, kompetensi sumber daya manusia 

berupa aspek keterampilan juga akan mempengaruhi kinerja bendahara. 

Aspek keterampilan ini dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pelatihan 

dalam hal ini pelatihan tentang pengelolaan keuangan. Pelatihan adalah 

proses pembelajaran dengan metode dan teknik tertentu. Pelatihan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja 

bendahara. Pelatihan akan mengacu pada upaya yang direncanakan oleh 

suatu organisasi untuk mempermudah pembelajaran para pegawai tentang 

kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu 

pekerjaan. Kinerja bendahara juga dipengaruhi oleh sikap atau perilaku 

yang diwujudkan dalam bentuk motivasi yang merupakan sebuah proses, 

tujuan, arah dan ketekunan seseorang untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal.  

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ika Nur 

Chalimah (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.  

3. Kelengkapan Fasilitas Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kinerja 

Bendahara OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Boalemo 

 Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel 
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kelengkapan fasilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

bendahara pada OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo. Koefisien variabel kelengkapan fasilitas menunjukkan arah 

positif terhadap kinerja bendahara dengan nilai signifikansi sebesar 0,374 

(lebih besar dari) 0,05. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel 

kelengkapan fasilitas memiliki nilai t 0,902 dan bertanda positif. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin baik kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh 

bendahara tidak dapat menjamin akan semakin baik pula kinerja bendahara 

pada OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo.  

 Fasilitas kerja merupakan suatu sarana fisik yang diberikan perusahaan yang 

berupa perlengkapan-perlengkapan untuk memberikan kemudahan dalam 

mendukung jalannya pelaksanaan suatu pekerjaan. Menyadari akan 

pentingnya fasilitas kerja bagi pegawai maka perusahaan dituntut untuk 

menyediakan dan memberikan fasilitas kerja karena keberhasilan suatu 

perusahaan tidak pernah terlepas dari pemberian fasilitas kerja. 

Kelengkapan fasilitas merupakan faktor pendukung terhadap kinerja 

individu. Kinerja individu akan dapat berpengaruh terhadap tujuan 

organisasi. Kelengkapan fasilitas pendukung seperti fasilitas komunikasi, 

fasilitas transportasi dan fasilitas teknologi informasi sangat diperlukan 

dalam melaksanakan tugas-tugas kantor. Dengan adanya fasilitas 

komunikasi yang memadai dapat mempercepat informasi dan koordinasi 

bendahara antar OPD. Fasilitas transportasi yang memadai dapat 

mempercepat proses pelaksanaan tugas bendahara, begitu juga dengan 
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kelengkapan fasilitas teknologi dan informasi dapat membantu bendahara 

lebih cepat dalam melaksanakan tugas karena sudah dilakukan dengan 

sistem. Namun faktanya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

seluruh bendahara OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo, ternyata kelengkapan fasilitas yang didapatkan tidak serta merta 

dapat membuat kinerja bendahara menjadi lebih baik. Hal ini terjadi karena 

masih banyak bendahara yang memiliki kompetensi sumber daya manusia 

yang masih relatif rendah. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia di 

Kabupaten Boalemo ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan para bendahara 

OPD yang secara umum didominasi tamatan SMA, sehingga kelengkapan 

fasilitas yang diberikan tidak dapat mempengaruhi kinerja bendahara secara 

signifikan. 

 Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika 

Nur Chalimah (2019) yang menyatakan bahwa kelengkapan fasilitas 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia (X1) dan kelengkapan fasilitas (X2) terhadap kinerja bendahara (Y) 

pada OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Berdasarkan 

hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja bendahara pada OPD Kabupaten 

Boalemo. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bendahara pada OPD di 

lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dipengaruhi oleh 

kompetensi sumber daya manusia dan juga kelengkapan fasilitas yang 

digunakan. 

2. Kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja bendahara pada OPD di lingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten Boalemo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh bendahara maka akan 

semakin baik pula kinerja bendahara pada OPD di lingkungan pemerintah 

daerah Kabupaten Boalemo.  

3. Kelengkapan fasilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja bendahara pada OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kelengkapan fasilitas 



   

 

 

4. yang dimiliki oleh bendahara tidak dapat menjamin akan semakin baik pula 

kinerja bendahara pada OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas terhadap kinerja 

bendahara pada OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, 

maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya perhatian yang lebih baik dari pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo menyangkut aspek sumber daya manusia terutama dari segi 

jenjang pendidikan bendahara, karena kemampuan SDM merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kinerja 

bendahara pada setiap OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 

Boalemo. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model 

penelitian lain dengan menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini misalnya seperti kondisi lingkungan kerja.  
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FREQUENCIES VARIABLES-XI . 1 x 1 . 2 x 1 . 3 x 1 . 4 Xl . 5 x 1 . 6 
x 1 . 7 x 1 . 8 x 1 . 9 x 1 . 10 x 1 . 11 Xl . 12 x 1 . 13 x 1 . 14 
x 1 . 15 x 1 . 16 x 1 . 17 x] . 18 x 1 . 19 x 1 . 20 

/ STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
MODE SUM 

 



 

 

Frequencies 

 Notes  
Output Created 
Comments 

  12-OCT-2022    

  
Input Data  

ASI 
 

MENTAH.sav 
 Active Dataset DataSet1 
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 split File <none> 
 N of Rows in Working Data 33 
File 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
 Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=XI.I Xl.2 Xl.3 

Xl.8 

Xl.9 Xl.10 Xl .l l  
Xl.13 X1 14 

Xl.16 Xl.17  
Xl.19 Xl 20 
/STATISTICS=STDDEV 

VARIANCE RANGE 
MINIMUM MAXIMUM MEAN 
MEDIAN MODE SUM 

/ORDER=ANALYSIS. 
Resources Processor Time  
Elapsed Time  

 

Statistics 

Valid 
Missing 

33 33 33 33 33 



 

 

Mean 5.26 5.29 5.26 5.22 3.98 503 5.26 
Median 
Mode 

5.68 5.70 5.95 5.68 4.39 5.62 5.99 

Std. Deviation .763 741 842 .758 .767 .792 .847 
Variance 583 549 709 574 589 628 .718 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum  

Statistics 

 
Missing 

Mean 3.98 

Median 5.60 4 _ 90 

Mode 

Std. Deviation -805 .800 .805 .856 Variance .708 .628 .648 .640 .648 

Range 
Minimum 
Maximum 

  
Statistics 

Xl.20 

Valid 
Missing 

Mean 

Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 

.824 

.680 

 

809 
.596 

Frequency Table 

1,14 



 

 

Cumulative 
 Frequency Percent Valid Percent Percent 

 
 Valid  

100.0 
Total  

Cumulative 
 Frequency Percent Valid Percent Percent 

 

 
 6 25 75.8 75.8 100.0 

 Total 33 100.0 100.0 
 

Xl.3 
  

Frequency Percent Valid percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 

3 
4 

6 
Total 

1 

13 
19 
33 

3.0 
39.4 
57.6 

100.0 

3.0 
39.4 
57.6 

100.0 

3.0 
42.4 

100.0 

  

Frequency 

Xl .4 

Percent Valid percent 
Cumulative 

Percent 
 4 9 27.3 27.3 27.3 
 6 

Total 
24 
33 

72.7 
100.0 

72.7 
100.0 

100.0 



 

 

  

Frequency 

Xl.5 

Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
 

2 
3 
4 
Total 

2 
6 

25 
33 

6.1 
18.2 
75.8 

100.0 

6.1 
18.2 
75.8 

100.0 

6.1 
24.2 

100.0 

  

Frequency 
12 
21 
33 

Percent 
36.4 
63.6 

100.0 

Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 

4 
6 
Total 

36.4 
63.6 

100.0 

36.4 
100.0 

Xl.7 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 

3 
4 

6 
Total 

1 

14 
18 
33 

3.0 
42.4 
54.5 

100.0 

3.0 
42.4 
54.5 

100.0 

3.0 
45.5 

100.0 

Cumulative 
Frequency Valid Percent 

Valid 
2 
3 
3 
5 
Total 

2 
1 

9 

21 
33 

6.1 
3.0 

27.3 
63.6 

100.0 

6.1 
3.0 

27.3 
63.6 

100.0 

6.1 
9.1 

36.4 
100.0 

  

Frequency 

Xl.9 

Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 



 

 

Valid 4 

6 
Total 

12 
21 
33 

36.4 
63.6 

100.0 

36.4 
63.6 

100.0 

36.4 
100.0 

  

Frequency 

XI.IO 

Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 4 

6 
Total 

14 
19 
33 

42.4 
57.6 

100.0 

42 4 
57.6 

100.0 

42.4 
100.0 

Xl.ll 
Cumulative 

 Frequency Valid Percent Percent 

Valid 
4 

6 
Total 

13 
20 
33 

39.4 
60.6 

100.0 

39.4 
60.6 

100.0 

39.4 
100.0 

  

Frequency 

Xl.12 

Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 4 

6 
Total 

14 

19 
33 

42.4 
57.6 

100.0 

42.4 
57.6 

100.0 

42.4 
100.0 

Cumulative 
 Frequency Percent Valid Percent 

 
Valid 2 1 3.0 3.0 3.0 3 2 6.1 6.1 9.1 

4 12 36.4 36.4 45.5 

5 18 54.5 54.5 100.0 

 Total33 100.0
 100.0 



 

 

Cumulative 
 FrequencyPercent Valid Percent Percent 

 
 Valid 2 1 3.0 3.0 3.0 

3 2 6.1 6.1 9.1 

4 10 30.3 30.3 39.4 

5 20 60.6 60.6 100.0 
 Total33 100.0

 100.0 
Cumulative 

Frequency Valid Percent 
Valid 

3 
4 
6 
Total 

1 

11 
21 
33 

3.0 
33.3 
63.6 

100.0 

 
3.0 

33.3 
63.6 

100.0 

3.0 
36.4 

100.0 

  

Frequency Xl.16 Valid 

 

Cumulative 
Percent 

Valid 
4 
6 
Total 

11 
22 
33 

33.3 
66.7 

100.0 

 
33.3 
66.7 

100.0 

33.3 
100.0 

  

Frequency 

Xl.17 

Percent Valid  Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
4 
6 
Total 

15 
18 
33 

45.5 
54.5 

100.0 

 45.5 
54.5 

100.0 

45.5 
100.0 



 

 

  

Frequency 

Xl.18 

Percent Valid 

 

Cumulative 
Percent 

Valid 
4 
6 
Total 

10 
23 
33 

30.3 
69.7 

100.0 

 
30.3 
69.7 

100.0 

30.3 
100.0 

  

Frequency 

Xl.19 

Percent Valid Percent Cumulative 
Valid 2 1 3.0 3.0 3.0 3 10 30.3 30.3 33.3 5 22 66.7 66.7 100.0 

 Total 33
 100.0100.0 

.20 
Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent  
Valid 1 1 3.0 3.0 3.0 
 2 3 9.1 9.1 12.1 
 3 8 24.2 24.2 36.4 
 4 21 63.6 63.6 100.0 

 Total 33
 100.0100.0  



 

 

FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X O . 4 x K. 5 X2. 6 X2.7 
/ STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
/ ORDER=ANALYS 1 S . 

Frequencies 

  Notes  
Output Created 
Comments 

Data 

  12-OCT-2022        

 
ASI 

 

  MENTAH sav 
 Active Dataset DataSet1 

<none> 
<none> 

 split File < none > 
 N of Rows in Working Data 33 

Missing Value Handling Definition of Missing 
User-defined missing values 
are treated as missing. 

 Cases Used Statistics are based on atl 
cases with valid data. 

Syntax  FREQUENCIES 
VARIABLES=X2.1 X2.2 )Q.3 
X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 

/STATISTICS=STDDEV 
VARIANCE RANGE 
MINIMUM MAXIMUM MEAN 
MEDIAN MODE SUM 

[ORDER-ANALYSIS. 

Resources Processor Time  
Ela sed Time 

Statistics 
X2.1  

Valid 33 33 33 33 33 33 33 



 

 

Missing 
Mean 5.03 5.09 5.22 4.98 5.09 5.03 5.22 Median 5.62 5.64 5.68 561

 5.64 5.62 5.68 

Mode 

Std. Deviation .792 783 .758 800 .783 -792 .758 Variance 628 .613 .574 .640 .613 .628 .574 

Range 
Minimum 
Maximum 

 Sum 166 168 172 164 168 166 172 

Frequency Table 

X2.1 
Cumulative 

Frequency Valid Percent 

Valid 

Total 

12 36.4 
63.6 

100.0 

 36.4 
63.6 

100.0 

36.4 
100.0 

  

Frequency 

X2.2 

Percent Valid 

 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Total 

 33.3 

100.0 

 33.3 

100.0 

33.3 
100.0 

X2.3 
Cumulative 

Frequency Valid  



 

 

Valid 4 
6 
Total 

9 

24 

33 

27.3 
72.7 

100.0 

27.3 
72.7 

100.0 

27.3 
100.0 

  

Frequency 

X2.4 

percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 4 

6 
Total 

13 
20 
33 

39.4 
60.6 

100.0 

39.4 
60.6 

100.0 

39.4 
100.0 

  

Frequency 

X2.5 

Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 4 

6 
Total 

11 
22 
33 

33.3 
66.7 

100.0 

33.3 
66.7 

100.0 

33.3 
100.0 

  

Frequency 

X2.6 

Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 4 

6 
Total 

12 

21 
33 

36.4 
63.6 

100.0 

36,4 
63.6 

100.0 

36.4 
100.0 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 4 9 27.3 27.3 27.3 

 6 24 72.7 72.7 100.0 
 



 

 

FREQUENCIES VARIABLES=YI Y2 Y 3 Y4 
/ STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 
/ ORDER-ANALYSIS . 

Frequencies 
 Notes  
Output Created 
Comments 

Data 

 12-OCT-2022        

 
ASI 

 

  MENTAH.sav 
 Active Dataset 

Filter 
DataSet1 

 Weight <none> 
 split File <none> 
 N of Rows in Working Data 33 

Missing Value Handling Definition of Missing 
User-defined missing values 
are treated as missing. 

 Cases Used Statistics are based on all 
cases with valid data. 

Syntax  FREQUENCIES 
VARIABLES-YI Y2 Y3 Y4 

ISTATISTICS=STDDEV 
VARIANCE RANGE 
MINIMUM MAXIMUM 
MEAN 
MEDIAN MODE SUM 

/ORDER=ANALYSIS. 
Resources Processor Time  

Elapsed Time 

Statistics 

N 

 

Valid 

Missing     
   

33 33 33 33 

Mean   5.03 4.92 4.82 4.98 
Median 5.62 5.60 5.60 5.44 



 

 

 
Mode6 6 6 5 

 
Std. Deviation.792 .805 .810 .788 

 
Variance.628 .648 .656 .621 

 
Range 2 2 2 2 

 
Minimum 4 4 4 3 

 
Maximum 6 6 6 5 

 
Sum 166 162 159 164 

Frequency Table 

Cumulative 
 Frequency Valid Percent 

 12 36.4 36.4 36.4 
6 
Total 

21 
33 

63.6 
100.0 

63.6 
100.0 

100.0 

 

Frequency 

 

Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 4 14 42.4 42.4 42.4 19 57.6 57.6 100.0 

 33 100.0 100.0 
Cumulative 

 Frequency Percent Valid Percent Percent 



 

 

Valid 
4 
6 
Total 

16 
17 
33 

48.5 
51.5 

100.0 

48.5 
51.5 

100.0 

48.5 
100.0 

  

Frequency 

Y4 

pe rcent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 

3 
4 

5 
Total 

2 
7 

24 
33 

6.1 
21.2 
72.7 

100.0 

6.1 
21.2 
72.7 

100.0 

6.1 
27.3 

100.0 

  



 

 

REGRESSION / DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE / STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

ZPP POUT ( . 10) /NOORIGIN / DEPENDENT TY /METHOD=ENTER TX 1 TX2 / SCATTERPLOT= ( *SRESID 
*ZPRED) 

/ RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM (ZRESID) NORMPROB (ZRESID) . 

Regression 

Notes 
Output Created 12-OCT-2022  
Comments 

 Data  

ASI 
 

  MENTAH.sav 
 Active Dataset DataSet1 

<none> 
<none> 

 split File <none> 
 N of Rows in Working Data 33 

Missing Value Handling Definition of Missing 
User-defined missing values 
are treated as missing. 

 Cases Used Statistics are based on cases 
with no missing values for 

any variable used. 

Syntax REGRESSION 
/DESCRIPTIVES MEAN 

STDDEV CORR SIG N 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF 

OUTS R ANOVA COLLIN 
TOL CHANGE ZPP 

 
POUT(. 10) 



 

 

/NOORIGIN 
/DEPENDENT TY 
/METHOD=ENTER TXI 

TX2 

 

 
'RESIDUALS DURBIN 

HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 

Resources Processor Time  
 

Elapsed Time  
Memory Required 4144 bytes 
 

 

Additional Memory Required 664 bytes 
for Residual Plots 

Descriptive Statistics 
Mean Std. Deviation  

 35.66 4.893 33 

TXI 95.59 12.858 33 
TX2 33 

Correlations 
 

Pearson Correlation  1.000 865 .232 
 TXI 865 1 .ooo 175 
 TX2 .232 .175   

Sig. (I-tailed) 000 .097 

 TX 1 .ooo 165 

 TX2 .097 .165 

 33 33 33 

 TXI 33 33 33 

 TX2 33 33 33 
 



 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TX2, TX1 b  Enter 
a. Dependent Variable: TY 
b. All requested variables entered. 

Model Summary b 
Change Statistics 

 Adjusted R Std. Error of the R Square 
Model R R Square Square Estimate Change F  Change dfl 

1 .868a 754  .738 2.505 .754  46.023 2 

Model 

 

df2 

Model Summary b 
Change Statistics 

Sig. F Change 

  

  

1   30 .000   
a.  (Constant), TX2, TX 1 
b. Dependent Variable: TY 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square  

 
1 Regression 577.817 2 288.908 46.023 .000b 
 Residual 

Total 
188.324 
766.141 

30 
32 

6.277   

 

a. Dependent Variable: TY 
b. Predictors: (Constant), T)Q, TXI 

Coefficientsa 
Standardized 

 Unstandardized Coefficients Coefficients Correlations 



 

 

Model Std. Error Beta Sig. Zero-order 
1 (Constant) 

TXI 
TX2 

1.055 
.323 
.186 

4.822 
035 
.207 

.850 
083 

.219 
9.246 

.902 

.828 

.ooo 

.374 

 
.865 
.232 

Model 

  

Coefficientsa 

part 
Correlations 

Tolerance 

 

VIF 

 

1 (Constant) 
TX 1 
TX2 

 

.860 

.163 

837 .969 

082 .969 

  

1.032 
1.032 

a. Dependent Variable: TY 

Collinearity Diagnosticsa 
Variance Proportions 

Model Dimension Eigenvalue  Condition Index (Constant) TXI TX2 

1 1 2.982 1 .ooo .00 .00 .00 

 2012 15.533 .02 .83 .32 
 

 3 .005 23.771 97 17 .68 
 

a. Dependent Variable: TY 

Residuals Statisticsa 

 
Std. Predicted Value -1.526 1.002 .000 1.000 33 
Standard Error of Predicted 
Value 

.487  .736 .175 33 

Adjusted Predicted Value 29.19 39.96 35.63 4.268 33 
 

 
Residual -4.444 8.797 .ooo 2.426 33 

 
Std. Residual -1 .774 3.511 noo .968 33 

 

Predicted  Value 



 

 

Stud. Residual -1.819 3.797 .005 1.021 33 

 
 

Mahal. Distance .241 6.506 1.939 I . 498 33 
Cook's Distance .000 .815 .039 .141 33 

 
Centered Leverage Value .008 .203 .061 047 33 

a. Dependent Variable: TY 

Charts 
Histogram 

Dependent Variable: TY 
Mean -1.3SE-14 
Std. Dev. 0 968 
N 33 

Deleted Residual -4.671 10.289 .028 2.700 33 

Stud. Deleted Residual 
-1.896 5.180 .048 1.206 

 
33 



 

 

Regression Standardized Residual 
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable: TY 

1 0 
Observed Cum Prob 

Scatterplot 
Dependent Variable: TY 

 



 

 

Regression Standardized Predicted Value 



RELIABILITY 

 

/VARIABLES=XI . I x 1 .2 x 1 . 3 x 1.4 x]. 5 Xl . 6 x 1 .7 Xl . 8 x 1 . 9 x 1 
. 10 x 1 . 11 x 1 . 12 Xl . 13 

Xl .14 Xl s 15 Xl . 16 Xl . 18 X 1 . 19 Xl .20 /SCALE ( 'ALL VARIABLES' 
) ALL 
/MODEL=ALPHA. 

Reliability 
 Notes  
Output Created 
Comments 

  12-OCT-2022        

Input Data  

ASI 
 

  MENTAH.sav  
 Active Dataset 

Filter 
DataSet1  

 Weight <none>  
 split File <none>  
 N of Rows in Working Data 

File 
Matrix Input 

 33 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 
are treated as missing. 

 Cases Used Statistics are based on all 
cases with valid data for all 

variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 
[VARIABLES=XI.I Xl.2 

Xl.3X1 4X1.5 Xl.6  
Xl.10 Xl.ll  

Xl.13 X1 14X1.15X1.16 



RELIABILITY 

/SCALECALL VARIABLES) 
ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 
Elapsed Time 

Xl.18 Xl.19  
TXI 

[SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL 

IMODEL=ALPHA. 
Resources Processor Time  

Elapsed Time  
 

Scale.• ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 

Cases Valid 33 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 33 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

 Alpha N of Items 
 

 .767 21 



RELIABILITY 

/SCALECALL VARIABLES) 
ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 
Elapsed Time 

/ VARIABLES=X2 . 1 X2.2 X2.3 X2 . 5 
X2 . 6 TX2 /SCALE ( 'ALL VARIABLES' ) 

ALL 
/MODEL=ALPHA. 

Reliability 

 Notes  
Output Created  
Comments 

  12-OCT-2022        

Input Data  
ASI 

 

  MENTAH.sav 
 Active Dataset Datasetl 
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 split File <none> 

 

N of Rows in Working Data 
File 
Matrix Input 

33 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 
are treated as missing. 

 Cases Used Statistics are based on all 
cases with valid data for all 
variables in the procedure. 

Syntax  RELIABILITY 
/VARlABLES=X2.1 X2.2 



RELIABILITY 

/SCALECALL VARIABLES) 
ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 
Elapsed Time 

 

-rx2 



RELIABILITY 

/SCALECALL VARIABLES) 
ALL 
/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 
Elapsed Time 

Case Processing Summary 
 

Cases Valid 33 100 0 
Excludeda 

 Total 33 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

 
 .806 8 

 
/ VARIABLES=YI Y2 Y 3 Y4 TY / SCALE ( 'ALL VARIABLES' ) ALL 
/MODEL=ALPHA. 

Reliability 

Notes 
Output Created 12-OCT-2022  
Comments 

 Data  
ASI 

 

  MENTAH.sav 



RELIABILITY 

/SCALECALL VARIABLES) 
ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 
Elapsed Time 

 Active Dataset DataSet1 
<none> 

 Weight <none> 
 split File <none> 
 N of Rows in Working Data 

Matrix Input 

33 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 
are treated as missing. 

 Cases Used Statistics are based on all 
cases with valid data for all 
variables in the procedure. 

Syntax  RELIABILITY 
/VARIABLES=YI Y2 Y3 Y4 

 

 
Case Processing Summary 

 
Cases Valid 33 100.0 

Excludeda 

 Total 33 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 



RELIABILITY 

/SCALECALL VARIABLES) 
ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 
Elapsed Time 

Reliability Statistics 

 
 .769 5 

 



RELIABILITY 

/SCALECALL VARIABLES) 
ALL 
/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 
Elapsed Time 

/VARIABLES=YI Y2 Y3 Y4 TY /SCALE ( 
'ALL VARIABLES' ) ALL /MODEL=ALPHA. 

Reliability 

Notes 
Output Created 
Comments 

 
Input Data 

 
Active Dataset Filter 

Weight 
Split File 

N of Rows in Working Data 
File 
Matrix Input 

 
Missing Value Handling Definition of Missing 

Cases Used 

 
Syntax 

 

 

 
12-0CT-2022 18:58:58 

 

ASI 
 

MENTAH.sav 
D

a

t

a

S

e

t

1 

<

n

o

n

e

> 
<none> 

33 

User-
defined 
missing 
values are 
treated as 
missing. 
Statistics 
are based 
on all cases 
with valid 
data for all 
variables in 
the 
procedure. 



RELIABILITY 

/SCALECALL VARIABLES) 
ALL 
/MODEL=ALPHA. 

Resources Processor Time 
Elapsed Time 

RELIABILITY [VARIABLES-YI Y2 Y3 Y4 

 

•  

Case Processing Summary 
 

Cases Valid 33 100.0 

 Excludeda .0 

 Total 33 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

 
 .769 5 
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CORRELATIONS 
/ VARIABLES=XI . I x 1 . 3 x 1 . 4 x 1 . 5 x 1 . 6 Xl . 7 x] . 8 x 1 . 9 

x 1 . 10 x 1 . 11 x 1 . 12 x 1 . 13 x 1 . 14 x 1 . 15 x 1 . 16 x 1 . 17 x 1 . 
18 x 1 . 19 x 1 . 20 TX 1 / PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE . 

Correlations 

 Notes  
Output Created 
Comments 

  12-OCT-2022        

Input Data  

ASI 
 

  MENTAH.sav 
 Active Dataset DataSet1 
 Filter <none> 
 Weight <none> 
 split File <none> 
 N of Rows in Working Data 

File 
33 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 
are treated as missing. 

 Cases Used Statistics for each pair of 
variables are based on all 

the cases with valid data for 

that pair. 

Syntax CORRELATIONS 
[VARIABLES=XI.I 

Xl.2       
Xl.6 Xl.7 

 



 

 

[DataSet1] D: \ 

MENTAH. sav 

Correlations 

 

 Sig. .00 .00 .00 .13 .00 .02 .00 .00 .00  .05 .00 .00 .00 

 (2-tailed) O 1 o 2 6 3 9 o 2 1 2 5 7 o o 5 

 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Xl Pearson .67 1 .43 60 .32 .16 52 .28  .51 .46 .49 .50 .62 

2 Correlatio 6" 8 0  3
 n 

 Sig. .00 .01 .00 .06 .37 00 .11 .00 too .00 .00 .00 .00 

 (2-tailed) 0 2 o 2 3 2 O 8 2 1 2 2 7 3 3  

 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Xl Pearson .54 .43 1 .72 .36 .74 .75 .53 63 .73 .68 .73 .64 .55 .71 .69 .67 
3 Correlatio 3* n 

 Sig. .00 .01 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

 (2-tailed) 1 2 o 8 o o 1  o o o o 1 o o o 

 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl 
4 

Pearson 
Correlatio 

.61 
 

.60 .72  .19 52 56 35 52 43 .76 .71 .52 48 80   

 
Sig. 

(2-tailed) 

.00 
 

.00 .00  .27 .00 .00 04 
 

01 .00 .00 .00 
 

.00 .00 .00 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl 
.5 

Pearson 
Correlatio 

.26 
 

.32 .36 19 1 .40 43  47 63 48 .44 .65 .45 .26 .44 .48 

  Xl.13 X1 14 Xl.15 X1.16 

 Xl.17 Xl.18 Xl.19   
  

TX 1 
/PRINT=TWOTAIL 
NOSIG 
[MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time  
 Elapsed Time 00:00:00.14 

Xl 
.1 

Pearson 
Correlatio 
n 

1 .67 .54 .61 
 

.26 
8 

.46 
 

.39 44 59 51 .55 .51 .47 
 

.33 
4 

60 
 

.64 .47 

1 4 2 3 5 6 7 8 



 

 

 
Sig. 

(2-tailed) 

.13 
 

.06 03 .27  02 .01 .00 00 00 
 

.01 .00 .00 
.14 .01 .00 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl 
.6 

Pearson 
Correlatio 

.46 
 

.16 .74 52 40 1 69 .64 60 .62 68 .75 .63 .51 .62 .66 .57 

 
Sig. 

(2-tailed) 

.00 
 

.37 .00 00 02  00 00 .00 00 
 .00 .00 .00 oo .00 .00 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Xl 
7 

Pearson 
Correlatio 

.39 
 

.52 75 56 .43 .69  52 58 .79 .85 90 .83 .83 .77 .53 .62 

 
Sig  

(2-tailed) 

.02 
 

.00  .00 01 .00  00 00 00 
 .00 .00 .00 oo .00 00 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Xl 
.8 

Pearson 
Correlatio 

.44 
 

.28 53 35 63 64 52  .73 .72 .62 68 .70 .58 40 50  

 
Sig. 

(2-tailed) 

.00 
 

.11 .00 .04 .00 
 

.00    
 .00  .00 02  

 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl 
.9 

Pearson 
Correlatio 

.59 
 

.45 .63 .52 .47 .60 58 .73  .75 68 .75 .74 .73 .61 .80 .70 

 
Sig. 

(2-tailed) 

.00 
 

.00 .00 .00 
 

.00 .00 .00  
.00 .00 .00 .00 .00  .00  

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Xl Pearson .51 .51 .73 .43 .63 .62 .79 72 .75 1 .68 75 .78 
.67 .61 .69 .69 

.1 Correlatio  
O n 

 
 

(2-tailed) 
oo 

 
.00  .01    .00   .00 .00 .00 .00  .00 .00 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl 
1 

Pearson 
Correlatio 

.55 
 

.55 .68 .76 48 .68 85 .62 68 68  .93 .85 .83 .90 .61 .63 

 
Sig. 

(2-tailed) 

.00 
 

.00 .00 .00  .00 .00 00 
 

.00  .00 .00 .00 .00 .00 
 



 

 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl 
.1 

Pearson 
Correlatio 

.51 
 

.51 .73 .71 .44 .75 90 .68 .75 75 .93 1 .88 .87 .84 .69 .69 

 
Sig. 

(2-tailed) 

.00 
 

.00 .00 00 01 .00 .00 .00 .00 00 .00  .00 .00 .00 
 

.00 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Xl 
. 1 

Pearson 
Correlatio 

.47 
 

.51 .64 .52 65 .63 .83 .70 .74 .78 .85 .88  .92 .71 .59 .66 

 
Sig. 

(2-tailed) 

.00 
 

.00 .00 .00 .00 .00 00 .00 
 

    .00 .00 
.00 .00 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Xl 
.1 

Pearson 
Correlatio 

(2-tailed) 

33 
 

05 
 

46 

oo 

.55 

 

48 45 

 

.51 

oo 

83 

.00 

58 

 

73 .67 

 

.83 

oo 

87 

 

.92 1 .70 

.00 

46 

.00 

.56 

.00 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl 
1 

Pearson 
Correlatio 

60 
 

.49 .71 .80 .26 62 77 40 .61 61 90 84 71  1 .66 57 

 

(2-tailed) 

.00 
 

.00 .00  14 .00 
 

.02 .00 
 

.00 .00 .00 .00  
 .00 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl 
. 1 

Pearson 
Correlatio 

.64 
 

.50 .69 .72 .44 .66 .53 .50 80  69 .61 .69 .59 .46 .66   

 

(2-tailed) 

.00 
 

.00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00  
 

.00 
.00 .00 .00 .00 

  

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl Pearson .1 
Correlatio 

.47 
 

.62 .67 .67 48 .57 .62 59 70 .69 .63 .69 .66 .56 .57 .77  

Sig. 
(2-tailed) 

.00 
 

.00 .00 .00 .00 .00 .00 
 

 
 

.00 .00 .00 .00 .00 .00  

 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl Pearson .1 
Correlatio 

.55 
 

.39 .64 .63 .49 59 .49 56 59 63 .54 .63 56 .42 .61   



 

 

Sig. 
(2-tailed) 

.00 
 

.02 .00 .00 .00 .00 
 

.00 
 

.00 
 

.00 .00 .01 .00 .00 
 

 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Xl Pearson .30 

9 
.53 

 
.47 .61 .52 44 .63 .69 66 .67 .72 .79 .76 .74 .56 .61  

.1 Correlatio 

 
Sig. 
(2-tailed) 

.08 
 

.00 .00 
 

.00 .01 
 

   
 

.00 .00 .00 
.00 .00 .00 

  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Xl 
2 
O 

Pearson 
Correlatio 
n 

.48 
 

.57 59 .64 .36 .52 65 .76  62 57 78 .82 .77 .72 .59 .46 .62 

 Sig. 
(2-taited)  

.00 .00 .00 .03 .00 .00    .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
TX Pearson .65 .63 .81 .76 .58 .74 .84 .75  83 85 .90 .94 90 .81 .82 .80 .82 
1 Correlatio 

Sig. 
(2-tailed) 

.00 

33 

.00 

33 

.00 

33 

.00 

33 

.00 

33 

 .00 .00 

33 33 33 33  33 33 

.00 

33 

.00 

33 

.00 

33 

.00 

33 

.00 

33 

.00 

33 
      

Correlations 
Xl.18 Xl 19 

 

Xl.20 

    

Xl.l Pearson Correlation 309 
 Sig. (2-tailed) .001 080 .004 .ooo 

33 

Xl.2 Pearson Correlation 396* 534'* 570" 

 Sig. (2-tailed) 022 001 .001 .ooo 

33 



 

 

 



 

 

  33 33 33 33 

 
Pearson Correlation .793" 

 
464'*  807*' 

 Sig. (2-tailed) .000 noo 007 000 
  33 33 33 33 
Xl.17 Pearson Correlation .722'* .746"   
 Sig. (2-tailed) .ooo .ooo .ooo .ooo 
  33 33 33 33 
Xl .18 Pearson Correlation    .755" 
 Sig. (2-tailed)   005 000 
  33 33 33 33 
Xl 19 Pearson Correlation .67T*  .796"  
 Sig. (2-tailed) 000  .ooo .ooo 
  33 33 33 33 

 Pearson Correlation  .796"  -813" 

 Sig. (2-tailed) .005 .ooo  .ooo 
  33 33 33 33 

TXI Pearson Correlation  819*"   
 Sig. (2-tailed) 000 000 .000  

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlation is significant at the 0 05 level (2-tailed). 

33 33 33 33 



 

 

COR
REL
ATI
ONS 
/ 

VAR
IAB
LES
=X2 
.1 

X2
 5 

X2. 
6

 TX2 
/ PRINT=TWOTAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

  MENTAH.sav 
 Active Dataset DataSet1 

 Filter <none> 
 Weight <none> 

 Split File <none> 



 

 

Notes 
Output Created 
Comments 

  12-OCT-2022        

Input Data  

ASI 
 

 Elapsed Time oo.-oo:oo.03 
 

Correlations 

Pearson Correlation 

 

Sig. (2-tailed) 

Pearson Correlation 668" 

.ooo .000 .000 .ooo .000 

 Sig. (2-tailed) 000  000 .ooo .ooo .ooo 

 Pearson Correlation 669" .722*  .760'*  
 

 Sig. (2-tailed) .ooo .000  .ooo .000 .ooo 

 Pearson Correlation .809"  .760" 
 

 .938" 

 N of Rows in Working Data 
File 

33 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 
are treated as missing. 

 Cases Used Statistics for each pair of 
variables are based on all the 
cases with valid data for that 
pair. 

Syntax  CORRELATIONS 
[VARIABLES=X2.1 X2.2 

      X2.5  X2.7 

/PRINT=TWOTAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time  



 

 

 

Sig. (2-tailed) 

Pearson Correlation 

.ooo 

668" 

.ooo 

 

.000  .ooo 

 

.000 

.802'* 

 

Sig. (2-tailed) 

Pearson Correlation 

.ooo 000 ,ooo 

 

.000 

.938" .802" 

.000 

 

Sig. (2-tailed) 

Pearson Correlation 

.000 

.669"  

.000 000 

 

.ooo 

.760" 

.000 

 

 

TX2 

Sig. (2-tailed) 

Pearson Correlation 

.000 .000 000 .ooo 000 .ooo 

 Sig. (2-tailed) .ooo .000 .ooo .000 .ooo .ooo 
 

Correlations 

Pearson Correlation 

 Sig. (2-tailed) .ooo .000 

Pearson Correlation .860•• Sig. (2-tailed) .000 .ooo 

Pearson Correlation 

 Sig. (2-tailed) 000 .ooo 
 X2.4 Pearson Correlation .760" 

 Sig. (2-tailed) .000 .ooo 

 X2.5 Pearson Correlation .722*" 

 Sig. (2-tailed) .ooo .000 

 X2.6 Pearson Correlation 

 Sig. (2-tailed) .ooo .ooo 

 X2.7 Pearson Correlation 

 Sig. (2-taiied) 000 



 

 

 TX2 Pearson Correlation .881'* 

 Sig. (2-tailed) .ooo 



   

 

 

 

 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  



   

 

 

C
O
R
R
E
L
A
T
I
O
N
S 

/VARIABLES=YI Y2 Y 3 Y4 
/ PRINT=TWOTAIL NOSIG 

/M1ss  . 

  MENTAH.sav 
 Active Dataset DataSet1 
 Filter <none> 
 Weight 

split File 
< none> 

 N of Rows in Working Data 
File 

33 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 
are treated as missing. 

 Cases Used Statistics for each pair of 
variables are based on all the 
cases with valid data for that 
pair. 



   

 

 

Correlations 
 Notes  
Output Created 
Comments 

  12-OCT-2022        

Input Data  

ASI 
 

Elapsed Time  
 

Correlations 

.034 .ooo 

  Pearson Correlation .340  
 

 Sig. (2-tailed) .034 .409 .000 

  Pearson Correlation 

 Sig. (2-tailed) .409 .400 .000 
 

  Pearson Correlation .306 340 

 Sig. (2-tailed) 400 .000 

  Pearson Correlation  .683'*  

 Sig. (2-tailed) .ooo .ooo .ooo .ooo 
 

 Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-taited). 
 

Syntax  CORRELATIONS 
[VARIABLES-YI Y2 Y3 Y4 

/PRINT=TWOTAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time  

Sig.  (2-tailed) 



   

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 


